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MOTTO

The center of the gravity of legal development lies not in legislation, nor in juristic science, nor in judicial decision, but in society it self. . .

      (Eugen Ehrlich)
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ABSTRAK

Pelaksanaan eksekusi lelang Hak Tanggungan di Pengadilan Agama Semarang masih tergolong baru, berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Dirjen Badilag MA RI bahwa Pengadilan Agama Semarang menjadi satu-satunya Pengadilan Agama yang telah menerima permohonan eksekusi lelang Hak Tanggungan di wilayah Jawa Tengah. Pengadilan Agama Semarang sendiri baru satu kali menerima permohonan eksekusi lelang Hak Tanggungan yang diajukan oleh Bank Permata Unit Syariah. Permohonan eksekusi lelang tersebut diajukan sejak tahun 2013 dan sampai 2017 pelaksanaan lelang eksekusi oleh Pengadilan Agama Semarang masih mengalami kendala. 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tentang cakupan pelaksanaan eksekusi lelang Hak Tanggungan dan hambatan apa saja yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Semarang dalam melaksanakan eksekusi lelang Hak Tanggungan.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu yuridis empiris dengan menggunakan data primer. Adapun data primer diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara dengan nara sumber, sedangkan data skunder melalui penelusuran kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang kemudian akan dianalisis menggunakan metode analisa kualitatif.
Hasil penelitian menggambarkan bahwa eksekusi lelang objek hak tanggungan terhadap sengketa ekonomi syariah dapat dilakukan melalui parate eksekusi dan eksekusi berdasarkan title eksekutorial. Eksekusi lelang melalui pelelangan umum cenderung lebih mudah dan tidak memakan banyak biaya daripada eksekusi dengan pertolongan hakim karena tidak memerlukan adanya perintah dari Ketua Pengadilan. Akan tetapi dalam hal adanya perlawanan debitor KPKNL tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi pengosongan atas objek lelang yang sudah dibeli oleh peserta lelang. Berbeda dengan pelaksanaan lelang dengan pertolongan Hakim, apabila terhadap objek lelang yang terjual tersebut terdapat pihak-pihak yang tidak mau menyerahkan objek lelang kepada pemenang lelang, maka pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 14 UUHT memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap objek lelang. Hambatan yang dihadapi Pengadilan Agama Semarang dalam pelaksanaan eksekusi lelang Hak Tanggungan adalah adanya perlawanan dari pihak tereksekusi yang menghalangi proses lelang dengan cara premanisme dan adanya perlawanan dari pihak ketiga.

Kata Kunci : Eksekusi-Lelang, Sengketa, Ekonomi-Syariah, Pengadilan-Agama.




ABSTRACT

The Implementation of Mortgage auction execution in the Religious Court of Semarang is still relatively new, based on data obtained by the authors from the Director General Badilag of Supreme Court Republic of Indonesia that the Religious Court of Semarang was the only court that had received a Mortgage auction execution plea in Central Java since those authority was given to Judicial Institution of Religion. Religious Court of Semarang had just receivid one Mortgage auction execution plea filed by Permata Bank Sharia Unit. The auction execution plea was filed since 2013 and until now in 2017 the auction execution by the Religious Courts are still having problems.
The purpose of this research is to be able to know about the execution of Mortgage auction and to know what obstacles faced by the Religious Court of Semarang in carrying out Mortgage auction executions.
The method used in this thesis is empirical jurisdiction that uses primary data obtained through field research by interviewing directly with sources and secondary data consists of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials, which will be analyzed using qualitative analysis.
The results of the study illustrate that the execution of the Auction on Sharia Economic Dispute Without Court Decisions can be done through a Private Auction Hall or can be filed to the Religous Court. Auction execution through public auctions tend to be easier and less costly rather than the execution with the help of a judge because it does not require orders from the President of the Court. But in terms there are resistance from debitors, private auction or KPKNL doesn't has the authority to execute emptying auction objects that has been purchased by the bidders. This happens because the court considered that the object sold by Private Auction Hall doesn't include laying confiscation (beslag) by Justice agencies. In contrast to the auction with the assistance of the Court, if the object of the auction were sold but there are parties who do not want to give up the auction objects to the winner of the auction, then the Court based on Article 14 UUHT has the authority to carry out the emptying execution of the auctioned object. Meanwhile the obstacles facing the Religious Court of Semarang in the implementation of Mortgage auction execution is the resistance of the executed party who tried to block the auction process by means of thuggery and resistance from the third party.

Keywords : Auctions Execution, Dispute, Sharia Economics, Religious Court.
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BAB I
PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang 
Islam sebagai suatu Agama yang di dasarkan pada ajaran al-Qur’an dan Sunnah, merupakan Agama yang memberikan tuntunan tidak saja yang berhubungan secara vertical dengan Tuhan, lebih dari itu Islam juga memberikan tuntunan pada seluruh aspek kehidupan. Islam mengartikan Agama juga tidak saja berkaitan dengan spritualitas maupun ritualitas, namun Islam merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan, dan aturan serta tuntutan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia. Lebih dari itu, Islam memandang Agama sebagai sarana kehidupan –the way of life- yang melekat pada setiap aktivitas kehidupan, baik ketika manusia berhubungan ritual dengan Tuhan maupun berinteraksi dengan sesama manusia.
Islam menempatkan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting untuk mendapatkan kemuliaan, dan kerenanya kegiatan ekonomi perlu dikontrol dan dituntun agar sejalan dengan tujuan syari’at. Islam memberikan tuntunan bagaimana seharusnya beribadah kepada Tuhan (ibadah mahdhah) serta bagaimana juga berinteraksi dalam kehidupan bermasyarakat (mua’malah), baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bernegara, berekonomi, dan sebagainya.
Ilmu ekonomi Islam sebagai studi ilmu pengetahuan modern baru muncul pada 1970-an. Namun demikian pemikiran tentang ekonomi Islam telah muncul sejak Islam itu diturunkan melalui Nabi Muhammmad Saw. Rujukan utama pemikiran ekonomi Islam adalah Al-Qur’an dan Sunnah maka pemikiran ekonomi ini munculnya juga bersamaan dengan diturunkannya Al-Qur’an pada masa kehidupan Rasulullah Saw yaitu pada abad akhir 6 M hingga awal abad 7 M. Setelah masa tersebut banyak sarjana muslim yang memeberikan kontribusi karya pemikiran ekonomi.​[1]​
Saat ini perkembangan ekonomi Islam semakin pesat, baik sebagai ilmu pengetahuan maupun sebagai suatu kelembagaan ekonomi Islam telah mendapat banyak sambutan positif di tingkat global. Sehingga dalam tiga dasawarsa mengalami kemajuan, baik dalam bentuk kajian akademis di Perguruan Tinggi maupun  secara praktik operasional.​[2]​
Dalam bentuk praktek, ekonomi Islam telah berkembang dalam bentuk lembaga perbankan dan juga lembaga-lembaga Islam non bank lainya. Pada abad ke-20, kelahiran perbankan syariah tidak terlepas dari hadirnya dua gerakan renaisans Islam modern, yaitu gerakan-gerakan neorevivalis dan modernis.​[3]​ Sekitar tahun 1940-an, di Pakistan dan Malaysia telah terdapat upaya-upaya pengelolaan dana jamaah haji secara non konvensional. Tahun 1963, Islamic Rural Bank berdiri di desa Mit Ghamr di kairo, Mesir.​[4]​
Di Indonesia, perkembangan ekonomi Islam telah mulai mendapatkan momentum sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 dan mulai beroprasi pada 1 Mei 1992, MUI sebagai pencetus, penggagas pendirian bank Islam pertama di Indonesia, Presiden Soeharto sebagai pemprakarsa utama dan ICMI sebagai motor penggerak pendirian Bank Muamalat.​[5]​
Perkembangan bisnis syariah di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan bisnis syariah pada masyarakat negara-negara Islam di dunia. Tentu kenyataan tersebut berpengaruh terhadap hiruk-pikuk perbankan syariah. Prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah yang selama ini dikenal melalui bank syariah adalah nilai-nilai etika dan norma ekonomi yang universal dan komprehensif.​[6]​ Dengan demikian ekonomi Islam akan valid dan cocok untuk setiap perubahan waktu dan perbedaan tempat.
Sebagai konsekuensi dari perkembangan yang begitu pesat, maka sangat mungkin akan muncul suatu sengketa (dispute) di antara para pihak yang terlibat dalam aktifitas perbankan syariah. Sengketa muncul dikarenakan berbagai alasan dan masalah yang melatar belakanginya, terutama karena adanya conflict of interest di antara para pihak.
Sengketa atau konflik hakekatnya merupakan bentuk aktualisasi dari suatu perbedaan dan atau pertentangan antara dua pihak atau lebih. Sebagaimana dalam sengketa perdata, pada prinsipnya dalam sengketa bisnis termasuk di dalamnya sengketa perbankan syariah pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa yang dikehendaki baik melalui jalur Pengadilan (litigasi) maupun jalur di luar Pengadilan (non litigasi) sepanjang tidak ditentukan sebaliknya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sejak lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama), kewenangan absolut penyelesaian sengketa bisnis keuangan Islam jatuh pada Pengadilan Agama. Setelah adanya amandemen Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka ruang lingkup tugas dan wewenang Peradilan Agama diperluas. Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi: 1. Bank syariah, 2. Lembaga keuangan mikro syariah, 3. Asuransi syariah, 4. Reasuransi syariah, 5. Reksadana syariah, 6. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, 7. Sekuritas syariah, 8. Pembiayaan syariah, 9. Pegadaian syariah, 10. Dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan, 11. Bisnis syariah. Dalam penjelasan Pasal tersebut antara lain dinyatakan:
“Yang dimaksud dengan”antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal ini.”

Dari penjelasan Pasal 49 tersebut, maka seluruh nasabah lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah, atau bank konvensional yang membuka unit usaha syariah dengan sendirinya terikat dengan ketentuan ekonomi syariah, baik dalam pelaksanaan akad maupun dalam penyelesaian perselisihan.
Berdasarkan Pasal 49 huruf (1) UU No. 3 Tahun 2006 telah ditegaskan bahwa, Peradilan Agama memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk “ekonomi syariah”.​[7]​ Pada Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 mengatur tentang kompetensi absolute (kewenangan mutlak) Pengadilan Agama. Oleh karena itu, pihak-pihak yang melakukan perjanjian berdasarkan prinsip syariah (ekonomi syariah) tidak dapat melakukan pilihan hukum untuk diadili di Pengadilan yang lain. Apalagi, sebagaimana tercantum dalam penjelasan Umum UU No. 3 tahun 2006 alenia ke-2, pilihan hukum telah dinyatakan dihapus.
Mekanisme atau cara menyelesaikan sengketa perbankan syariah sendiri sudah diatur dalam Pasal 55 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang selengkapnya berbunyi:
Ayat (1) Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
Ayat (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan akad.​[8]​
Ayat (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.​[9]​

Pada ayat (1) menetapkan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama. Selanjutnya ayat (2) tersebut menyatakan bahwa dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain melalui Peradilan Agama, penyelesaian sengketa dapat dilakukan sesuai dengan isi akad, dengan syarat yang diatur dalam ayat (3), yaitu penyelesaian sengketa tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Penyelesaian sengketa baik itu melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi harus sesuai dengan prinsip syariah.
Sengketa ekonomi syariah yang diselesaikan di Pengadilan Agama dapat dibilang masih sangat sedikit. Berdasarkan data yang terdapat di Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata Agama, selama 2011 perkara ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama dalam skala nasional hanya berjumlah lima perkara. Dari lima perkara tersebut, dua perkara ditangani Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan tiga perkara ditangani Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Hingga akhir tahun 2011, satu perkara di wilayah Jawa Tengah sudah diputus dan satu perkara masih dalam proses. Sementara itu, di wilayah Yogyakarta, perkara yang sudah diputus baru satu dan dua lainnya masih disidangkan.
Seiring berjalannya waktu, jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada bulan Desember 2015 saja, perkara ekonomi syariah yang terdaftar di Pengadilan Agama dalam skala nasional sebanyak 6 perkara dengan perkara sisa sebelumnya menjadi 36 perkara sengketa ekonomi syariah, sehingga total 42 perkara. Dalam prosesnya, dari total perkara tersebut, dua (2) perkara dicabut, dua (2) perkara dikabulkan, satu (1) perkara tidak diterima, dan satu (1) perkara lagi dicoret dari register, sehingga sisa perkara yang masih harus diproses pada tahun 2016 sebanyak 36 perkara ditambah lagi ada satu (1) perkara yang banding dan satu (1) perkara yang kasasi.​[10]​ Sedangkan pada bulan Agustus 2016 perkara ekonomi syariah yang masuk sebanyak 12 perkara ditambah sisa bulan sebelumnya sebanyak 38 perkara, sehingga total ada 50 perkara.​[11]​
Dibandingkan dengan perkara lainnya, sengketa ekonomi syariah bisa dibilang sangat sedikit dari total perkara yang terdaftar pada bulan Agustus 2016 sebanyak 121.753 perkara. Hal tersebut artinya perkara ekonomi syariah tidak mencapai 0,05 % pun secara nasional pada akhir bulan Agustus 2016.​[12]​
Pesatnya pertumbuhan perbankan serta lembaga keuangan syariah (LKS) ternyata tidak sejajar dengan banyaknya sengketa ekonomi syariah yang dibawa ke Pengadilan Agama. Banyaknya opsi penyelesaian sengketa ekonomi syariah (choice of forum) kerap disebut-sebut sebagai penyebabnya. Selain melalui jalur litigasi (litigation effort) di Pengadilan Agama, sengketa ekonomi syariah memang dapat pula diselesaikan melalui jalur non-litigasi (non-litigation effort), misalnya dengan mediasi atau melelui Badan Arbitrase. Opsi mana yang dipilih para pihak tergantung pada kesepakatan yang tertuang dalam akad sebelumnya. Jika para pihak dalam hal penyelesaian sengketa membuat klausula melalui lembaga atau badan arbitrase, maka penyelesaian sengketa akan dibawa ke lembaga atau badan arbitrase tersebut.
Kesepakatan pemilihan lembaga arbitrase bisa dilakukan sebelum timbul sengketa (pactum de compromittendo) maupun setelah timbul sengketa (acta compromis). Namun sekarang, opsi penyelesaian salah satu sengketa ekonomi syariah berupa perbankan syariah yang sebelumnya dimaknai dapat dapat memilih opsi melalui Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Badan Arbitrase telah dihapuskan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 93/PUU-X/2012. tertanggal 29 Agustus 2013.​[13]​
Putusan MK tersebut menegaskan bahwa penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Penjelasan pada Pasal tersebutlah yang selama ini menjadi dualisme kemunculan pilihan penyelesaian sengketa.​[14]​ Dengan demikian, konsekuensi konstitusional dari putusan tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (BHT), Pengadilan Agama menjadi satu-satunya Pengadilan yang berwenang mengadili perkara perbankan syariah.​[15]​
Tujuan pihak-pihak yang berperkara menyerahkan perkara-perkaranya kepada Pengadilan tidak sebatas untuk menyelesaikan perkara mereka secara tuntas dengan adanya putusan Pengadilan. Namun tujuan akhir mereka adalah agar segala hak-haknya yang dirugikan oleh pihak lain dapat dipulihkan melalui putusan Pengadilan/hakim. Dan pemulihan tersebut akan tercapai apabila putusan dapat dilaksanakan/dapat dieksekusi.
Persoalan eksekusi ini semakin penting untuk dikaji mengingat ekonomi syariah (​http:​/​​/​www.hukumonline.com​/​berita​/​baca​/​lt5630aa0b451ba​/​empat-langkah-bi-kembangkan-ekonomi-syariah​) yang menarik semakin banyak orang menggelutinya. Alhasil, potensi sengketanya pun makin besar. Ekonomi syariah adalah kegiatan usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kini sudah ada bank syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah dan lain-lain. Jenis-jenis bisnis syariah ini sudah diakomodasi dalam UU No. 3 Tahun 2006 (​http:​/​​/​www.hukumonline.com​/​pusatdata​/​detail​/​25602​/​node​/​636​/​uu-no-3-tahun-2006-perubahan-atas-undang-undang-nomor-7-tahun-1989-tentang-peradilan-agama​)  tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Terakhir diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 (​http:​/​​/​www.hukumonline.com​/​pusatdata​/​detail​/​lt546457ffe3747​/​node​/​636​/​uu-no-50-tahun-2009-perubahan-kedua-atas-undang-undang-nomor-7-tahun-1989-tentang-peradilan-agama​).
Pada dasarnya pelaksanaan eksekusi tidak selalu diperlukan, hal ini apabila pihak yang dikalahkan dengan sukarela mentaati putusan Pengadilan. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak semua pihak mentaati putusan Pengadilan dengan sepenuhnya. Oleh karenanya diperlukan suatu aturan bilamana putusan tidak ditaati dan bagaimana cara pelaksanaannya.
Semua putusan Pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh alat-alat Negara. Suatu putusan Pengadilan dikatakan mempunyai kekuatan eksekutorial karena adanya kepala putusan, yang tertulis : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Namun tidak semua putusan Pengadilan dalam melaksanakannya dilakukan secara paksa oleh alat-alat Negara, tetapi hanya putusan Pengadilan yang diktumnya bersifat “condemnatoir”, sedangkan putusan yang diktumnya bersifat declaratoir dan constitutive tidak memerlukan sarana-sarana untuk melaksanakannya.​[16]​
Putusan Pengadilan merupakan tindak lanjut dari apa yang merupakan kewajiban dari pihak yang kalah dalam suatu perkara untuk memenuhi prestasinya, yang merupakan hak dari pihak yang menang dalam suatu perkara sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan.
Eksekusi lelang pada Pengadilan Agama tidak selalu berdasarkan putusan dari Pengadilan, akan tetapi juga dapat dilakukan berdasarkan ketentuan Lelang Eksekusi yang terdapat pada Pasal 6 Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, untuk mudahnya disebut UUHT. Dalam hal ini Pengadilan Agama Semarang berdasarkan data yang terdapat di Direktorat Pranata dan Tatalaksana Perkara Perdata Agama menjadi satu-satunya Pengadilan Agama di wilayah Jawa Tengah yang menerima eksekusi lelang tanpa adanya putusan Pengadilan.​[17]​
Mekanisme permohonan eksekusi lelang hak tanggungan pada Pengadilan Agama masih menggunakan hukum acara yang berlaku di Peradilan umum. Pertama, argumentasi didasarkan pada Pasal 54 UU Peradilan Agama yang tegas-tegas menyatakan hukum acara yang berlaku di Peradilan umum dipakai di lingkungan Peradilan kecuali yang secara khusus telah diatur dalam UU Peradilan Agama. Kedua, sebagian besar payung hukum eksekusi lelang hak tanggungan memang masih berpatokan pada hukum yang dipakai di Peradilan umum. Seperti UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. 
Adanya pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan, adalah karena adanya kewajiban dari debitor kepada kreditor yang tidak terpenuhi, dimana sebelumnya telah dibuat suatu perjanjian antara debitor dan kreditor dengan ditanda tanganinya Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan didaftarkan di Kantor Pertanahan.​[18]​ Suatu keadaan dimana debitor tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan apa yang telah dijanjikannya, karena kesalahannya dan ia telah ditegur, maka pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan.
Adapun yang disebut dengan ekeksekusi hak tanggungan adalah jika debitor cidera janji maka objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemegang hak tanggungan berhak mengambil seluruh atau sebagian dari hasilnya untuk pelunasan piutangnya, dengan mendahului dari para kreditor yang lain.​[19]​
Khusus mengenai eksekusi dengan pertolongan hakim yang menjadikan Pasal 224 HIR / 258 RBg sebagai dasarnya, dibutuhkan keterlibatan dan peran dari Pengadilan dimana debitor diam atau tinggal, dalam hal ini wewenang Ketua Pengadilan setempat.
Peneliti melakukan pra riset pada Pengadilan Agama semarang dan mendapatkan keterangan dari pihak Pengadilan bahwa eksekusi penetapan Pengadilan terhadap objek jaminan Hak Tanggungan sering menimbulkan keberatan atau perlawanan atas penyitaan yang diletakkan terhadap objek jaminan, perlawanan eksekusi ini disebabkan debitor merasa dirugikan dengan adanya eksekusi tersebut. Perlawanan yang dilakukan oleh dibitor bertujuan untuk menggagalkan pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Agama sehingga dalam prakteknya Pengadilan Agama mendapatkan hambatan dari pihak kreditor.​[20]​
Pelaksanaan terhadap eksekusi lelang Hak Tanggungan di Pengadilan Agama Semarang masih tergolong baru. Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Dirjen Badilag MA RI, bahwa Pengadilan Agama Semarang menjadi satu-satunya Pengadilan Agama yang telah menerima permohonan eksekusi lelang Hak Tanggungan di wilayah Jawa Tengah sejak kewenangan tersebut di berikan pada Lembaga Peradilan Agama.​[21]​ Pengadilan Agama Semarang sendiri baru satu kali menerima permohonan eksekusi lelang hak tanggungan yang diajukan oleh Bank Permata Unit Syariah. Permohonan eksekusi lelang tersebut diajukan sejak tahun 2013 dan sampai saat ini pada 2017 pelaksanaan lelang eksekusi oleh Pengadilan Agama masih mengalami kendala.​[22]​
Permasalahan hukum terkait dengan paparan tersebut dapat dijelaskan bahwa adanya dugaan terhadap ketidaksiapan Pengadilan Agama Semarang menerima permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, hal ini menjadi penting untuk dikaji agar kedepanya Pengadilan Agama Semarang dapat menanggulangi segala kendala terkait Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada sengketa Ekonomi Syariah.
Untuk menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan cakupan eksekusi lelang pada sengketa ekonomi syariah dan hambatan eksekusi lelang dengan tanpa adanya putusan di Pengadilan Agama Semarang, kiranya perlu adanya kajian agar permasalahan-permasalahan tersebut dapat segera teratasi dan itulah yang menjadi dasar bagi penulis untuk mengangkat judul : “Akibat Hukum Terhadap Eksekusi Lelang Pada Sengketa Ekonomi Syariah Dengan Tanpa Adanya Putusan Pengadilan (Studi Pada Pengadilan Agama Semarang)”.

B.	Rumusan Masalah
Dalam penyusunan Tesis ini permasalahan akan dibatasi dalam pelaksanaan penelitian agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan dibahas dan juga untuk menghindari terjadinya penyimpangan - penyimpangan dalam pembahasan. Dengan melihat kenyataan yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalah yaitu:
1.	Apakah cakupan eksekusi lelang pada sengketa ekonomi syariah dengan tanpa adanya putusan pengadilan?
2.	Bagaimanakah hambatan yang dialami Pengadilan Agama Semarang dalam pelaksanaan eksekusi lelang dengan tanpa adanya putusan? 

C.	Tujuan Penelitian
Berdasarkan masalah-masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian Tesis ini adalah sebagai berikut:
1.	Untuk mengkaji dan menganalisis tentang cakupan pelaksanaan eksekusi lelang pada sengketa ekonomi syariah dengan tanpa adanya putusan pengadilan.
2.	Untuk mengkaji dan menganalisis tentang problematika terhadap eksekusi lelang pada sengketa ekonomi syariah tanpa adanya putusan di Pengadilan Agama Semarang.

D.	Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain yaitu:
1.	Manfaat Teoritis:
a.	Memberikan  informasi dan gambaran kepada kreditor maupun debitor tentang pelaksanaan eksekusi lelang pada sengketa ekonomi syariah dengan pertolongan Hakim di Pengadilan Agama Semarang.
b.	Menjadi bahan acuan bagi lembaga atau pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang masalah eksekusi lelang melalui Pengadilan Agama.
c.	Memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan dan perkembangan di bidang hukum khususnya dalam kaitannya dengan eksekusi lelang dengan tanpa adanya putusan pengadilan, dan berbagai bidang ilmu pengetahuan lain, serta guna menambah literatur dan bahan informasi ilmiah mengenai ruang lingkup dan mekanisme eksekusi lelang pada sengketa ekonomi syariah dengan tanpa adanya putusan di Pengadilan Agama Semarang.
2.	Manfaat Praktis:
a.	Guna mengembangkan dan membentuk pola pikir dinamis, sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang sudah diperoleh.
b.	Diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, serta dapat digunakan sebagai bahan informasi masyarakat umumnya serta bagi para pelaku penegak hukum dalam lingkungan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan permasalahan terkait eksekusi lelang Hak Tanggungan.








E.	Kerangka Pemikiran
       




























1.	Kerangka Konsetual
Dalam penelitian ini, digunakan beberapa istilah sebagai landasan konseptual untuk menghindari pemahaman yang berbeda mengenai definisi atau pengertian serta istilah yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya: 
a.	Peradilan Agama 
Menurut Cik Hasan bisri,​[23]​ Peradilan Agama dapat dirumuskan sebagai kekuasaan negara​[24]​ dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu​[25]​ untuk menegakkan hukum dan keadilan.
b.	Ekonomi Syariah
Definisi ekonomi syariah menurut pendapat para pakar, yaitu:
1)	Muhammad Abdul Mannan,​[26]​ memberikan definisi ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam.
2)	M. Umar Chapra,​[27]​ yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau perilaku makro ekonomi berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.
3)	Hasanuz Zaman,​[28]​ ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan hukum syariah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan manusia dan melakukanya sebagai kewajiban kepada Allah SWT dan masyarakat.
4)	Kursyid Ahmad,​[29]​ ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara rasional dalam prespektif Islam.
Dari pengertian ekonomi syariah diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian ekonomi Syariah atau pengertian ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang bersumber dari wahyu yang transendental (al-Quran dan hadist) dan sumber interpretasi dari wahyu yang disebut dengan ijtihad.
c.	Perbankan Syariah
Di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 4 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah disebutkan definisi perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah​[30]​ dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
d.	Eksekusi 
		Eksekusi pada dasarnya adalah tindakan melaksanakan atau menjalankan keputusan pengadilan. Dalam Pasal 195 HIR disebutkan, bahwa dalam menjalankan putusan Hakim​[31]​ oleh pengadilan dalam perkara yang mula-mula diperiksa oleh Pengadilan Negeri, dilakukan atas perintah dan dengan pimpinan ketua Pengadilan Negeri yang mula-mula memeriksa perkara itu.
Subekti​[32]​ mengartikan eksekusi dengan istilah “pelaksanaan putusan”. Retnowulan Sutantio mengartikan eksekusi sebagai “pelaksanaan putusan”. Pihak yang dimenangkan dalam putusan dapat memohon “pelaksanaan putusan” kepada Pengadilan yang akan melaksanakannya secara paksa (execution force).
		Pembakuan istilah eksekusi diganti dengan kata “pelaksanaan”, menurut M. Yahya Harahap​[33]​ dianggap sangat tepat. Sebagai alasannya bertitik tolak dari ketentuan Bab Sepuluh Bagian Kelima HIR atau Titel Keempat Bagian Keempat Rbg, pengertian eksekusi sama dengan pengertian “menjalankan putusan” (ten uitvoer legging van vonnissen). Menjalankan putusan Pengadilan, tiada lain daripada melaksanakan isi putusan Pengadilan, yakni melaksanakan “secara paksa” putusan Pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah (tereksekusi atau pihak tergugat) tidak mau menjalankannya secara sukarela.
e.	Lelang
		Menurut Yahya Harahap,​[34]​ Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum baik secara langsung maupun melalui media elektronik dengan cara penawaran harga secara lisan dan/atau tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan peminat.
		Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/Pmk.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang diatur  pengertian lelang yakni :
	“Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.”

		Dari beberapa uraian tentang pengertian lelang, maka tampaklah beberapa persamaan diantaranya adalah :
1)	Adanya Penjualan barang.
2)	Dilakukan secara terbuka untuk umum.
3)	Adanya penawaran.

1.	Keranka Teoritis
Menurut pendapat Soerjono Soekanto,​[35]​ kerangka teori pada suatu penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu kerangka teoritis yang berdasarkan pada kerangka acuan hukum, tanpa acuan hukumnya maka penelitian tersebut hanya berguna bagi sosiologi dan kurang relevan bagi ilmu hukum.
Suatu teori akan bersifat lebih konkrit apabila memenuhi kriteria ideal dari teori, yaitu;​[36]​
a.	Teori harus konsisten, tidak ada hal-hal yang bertentangan di dalam kerangka yang bersangkutan;
b.	Teori terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang mempunyai interrelasi yang serasi mengenai penyebab atau gejala tertentu;
c.	Pernyataan dalam suatu teori harus dapat mencakup semua unsur gejala yang menjadi ruang lingkupnya yang masing-masing bersifat tuntas;
d.	Tidak terdapat pengulangan ataupun duplikasi didalam pernyataan tersebut;
e.	Teori harus dapat diuji dalam suatu penelitian.

Lawrence M. Friedman​[37]​ menyebutkan bahwa perkembangan ilmu hukum tidak terlepas dari teori hukum sebagai landasannya, dan tugas teori hukum adalah untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafatnya yang paling dalam. Dalam penelitian ini teori yang akan digunakan oleh penulis berkaitan dengan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu:
a.    Teori Efektivitas Hukum
	   Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto​[38]​ adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu: 
1)	Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang),
2)	Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum,
3)	Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,
4)	Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan,
5)	Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta daan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

   Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efekttivitas penegakan hukum.
Sedangkan Menurut Lawrence M. Friedman,​[39]​ sistem hukum mencakup tiga komponen atau sub-sistem, yaitu komponen struktur, substansi hukum, dan budaya hukum. Secara sederhana, teori Friedmann itu memang sulit dibantah kebenarannya. teori Friedman tersebut sebenarnya didasarkan atas perspektifnya yang bersifat sosiologis (sociological jurisprudence). Yang hendak diuraikannya dengan teori tiga sub-sistem struktur, substansi, dan kultur hukum itu tidak lain adalah bahwa basis semua aspek dalam sistem hukum itu adalah budaya hukum.
1)	Struktur Hukum
Sistem hukum bila ditinjau dari strukturnya, lebih mengarah pada lembaga-lembaga (pranata-pranata), bagaimana lembaga tersebut menjalankan fungsinya. Struktur berarti juga berapa anggota yang duduk sebagai anggota lembaga tersebut, apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan anggota, bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dan lainnya. Dengan kata lain sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum dilaksanakan dengan baik.
2)	Substansi Hukum
Aspek lain dari system hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan sebstansi hukum adalah aturan , norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sitem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.
3)	Kultur Hukum
Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan system hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas subatansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam system dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.
c.    Teori Kewenangan
Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (the rule and the ruled).​[40]​
Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven​[41]​ disebut sebagai “blote match”, sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber​[42]​ disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara.
Rusadi Kantaprawira​[43]​ memaparkan agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga Negara itu dikonsepkan sebagai himpunan jabatan-jabatan (een ambten complex) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban. Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.
Ateng syafrudin​[44]​ berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kita harus membedakan antara kewenangan (authority, gezag) dengan wewenang (competence, bevoegheid). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “onderdeel” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtsbe voegdheden). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Indroharto​[45]​ berpendapat secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.
Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (authority) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (competence). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.
			
F.  Metode Penelitian
Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan penulisan hukum ini yang memenuhi syarat, baik mutu maupun kuantitas maka digunakan metode penelitian tertentu. 
Penelitian yang dilakukan oleh manusia pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran dari suatu pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang telah ada. Menguji kebenaran dilakukan jika apa yang sudah ada masih atau menjadi diragukan kebenarannya.​[46]​ Suatu penelitian dimulai apabila seseorang berusaha memecahkan suatu masalah secara sistematis dengan metode-metode dan teknik-teknik tertentu yang ilmiah. Setiap penulis harus dapat mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya secara ilmiah, oleh sebab itu tiap tahap dalam kegiatan penelitian harus didasari pada suatu metode penelitian yang tepat. Metode penelitian berfungsi untuk memberikan arah yang tepat guna tercapainya tujuan dari penelitian yang dilakukan. Adapun peranan metodologi penelitian menurut pendapat Ronny Haditijo Soemitro​[47]​ adalah sebagai berikut : 
1.	Menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau  melakukan penelitian secara lebih baik dan lengkap.
2.	Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui.
3.	Memberikan pedoman serta arahan untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan mengenai masyarakat.
Setiap tahap dalam kegiatan penelitian harus didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan proses analisis. Dalam menyusun penulisan Tesis ini, penulis menggunakan suatu metode yang sistematis guna mendekati kesempurnaan dalam penulisan, yaitu sebagai berikut:
1.	Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis empiris karena lebih sesuai dengan fokus bahasan dalam pembuatan tesis ini. Penelitian yuridis empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan yang kemudian hasilnya menjadi data primer, dan didukung dengan bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder.​[48]​ Hukum tidak lagi dikonsepkan secara filosofis moralistis sebagai ius constituendum (law as what ought to be), dan tidak pula secara positivistis sebagai ius constitutum (law what it is in the book), melainkan secara empiris sebagai ius operatum (law as what it is in society).​[49]​ 
Pendekatan yuridis dalam penelitian ini adalah dengan menganalisa berbagai peraturan tentang cakupan pelaksanaan eksekusi lelang dalam sengketa ekonomi syariah tanpa adanya putusan pengadilan. Sedangkan pendekatan empiris dalam penelitian ini adalah dengan menganalisa terhadap problematika eksekusi lelang pada sengketa ekonomi syariah dengan tanpa adanya putusan di Pengadilan Agama Semarang.
2.  Spesifikasi Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif yaitu menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Penelitian deskriptif ini menggunakan metode survei lapangan.​[50]​ Sedangkan analitis dilakukan dengan adanya suatu analisa terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di muka dengan menggunakan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli, dan teori-teori ilmu hukum yang berkaitan dengan eksekusi lelang tanpa adanya putusan pengadilan.
Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran secara rinci, menyeluruh, dan sistematis mengenai kenyataan yang terjadi, yaitu mengenai hambatan dalam pelaksanaan eksekusi lelang pada sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Semarang.
3.  Metode Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.
a.	Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama,​[51]​ dalam hal ini data primer diperoleh penulis langsung dari penelitian lapangan melalui wawancara dengan narasumber terkait, dalam hal ini kepada kepanitraan dan hakim yang memiliki kompetensi dalam menangani sengketa ekonomi syariah di lingkungan Pengadilan Agama Semarang, petugas lelang dan lawyer pada KPKNL Semarang, dan tim Advokat pada SAP Law Office Sunarto – Agung Pribadi & Partners, Adokat, Kurator dan Pengurus. Wawancara merupakan situasi peran antar pribadi bertatap-muka, proses tanya jawab secara lisan antara pihak penanya atau pencari informasi dengan pihak informan atau pemberi informasi sebagai narasumber menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dari informan.​[52]​ 
b.	Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan atau studi dokumentasi dari bahan-bahan seperti Undang-Undang, literature, buku-buku lain yang berhubungan dengan penelitian ini,​[53]​ yang terdiri dari:
1)	Bahan Hukum Primer
	Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat yang bersifat autoritatif, seperti peraturan per Undang-Undangan dan peraturan lain yang berkenaan.​[54]​ Bahan hukum primer yang digunakan yaitu, Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang dalam hal ini yaitu: 
a)	Undang-Undang Dasar 1945
b)	Undang-Undang  No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama
c)	Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
d)	Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
e)	Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah



2)	Bahan Hukum Sekunder
	Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.​[55]​ Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain tulisan ilmiah dibidang hukum, buku-buku pedoman dibidang ilmu hukum dan artikel internet yang berkaitan dengan penelitian.
3)	Bahan Hukum Tersier
	Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum, Black Law Dictionary ensiklopedia dan lain-lain.​[56]​
4.  Metode Analisis Data
Setelah data primer dan data sekunder telah terkumpul, langkah selanjutnya akan dikelompokan secara sistematis dan disesuaikan dengan permasalahan yang diambil. Data yang telah terkumpul dan dikelompokan dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif (qualitative data analysis). Metode analisa kualitatif ini merupakan metode untuk menghasilkan data deskriptif, yaitu analisis terhadap data-data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, dan menganalisa bahan-bahan hukum.​[57]​ Analisis data kualitatif adalah suatu metode analisis data yang tidak berdasarkan angka-angka tetapi data yang telah didapat dirangkai dengan kata-kata dan kalimat. Dengan menggunakan metode kualitatif, penulis bertujuan untuk memahami atau mengerti gejala yang ditelitinya. Lalu hasil analisa tersebut dilaporkan dalam bentuk tesis.

F.	Sistematika Penulisan
Hasil penelitian ini selanjutnya dituangkan dalam bentuk tesis yang uraiannya disampaikan dalam bab-bab dan antara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan. Setiap bab masih terbagi lagi menjadi sub bab, hal ini dimaksudkan agar materi yang disampaikan lebih jelas dan mudah dipahami.
Bab I :	Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang penulisan tesis, ruang lingkup masalah, kerangka pemikiran, tujuan penulisan tesis dan manfaatnya, serta sistematika penulisan tesis. 
Bab II :	Tinjauan pustaka. Bab ini menguraikan tentang materi dan teori-teori yang berhubungan dengan judul tesis, diantaranya tinjauan umum tentang Peradilan Agama, tinjauan umum tentang ekonomi syariah dan tinjauan umum tentang eksekusi lelang. Materi-materi dan teori-teori ini merupakan landasan yang mendasari analisis hasil penelitian yang mengacu pada pokok permasalahan.
Bab III :	Pembahasan. Dalam bab ini akan disajikan data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (field research). Pembahasan data yang diperoleh tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah disebutkan dalam Bab I.
Bab IV :	Penutup.	Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang didapat dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Akibat hukum terhadap eksekusi lelang pada sengketa ekonomi syariah dengan tanpa adanya putusan pengadilan (Studi pada Pengadilan Agama Semarang)”. 




































BAB II
TINJAUAN PUATAKA
A.	Tinjauan Umum Tentang Peradilan Agama
1.	Pengertian Peradilan Agama
Istilah peradilan dan pengadilan memiliki makna dan pengertian yang berbeda, perbedaan tersebut adalah sebagai berikut:​[58]​
a.	   Peradilan dalam istilah Inggris disebut judiciary, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut rechtspraak. Keduanya mengandung maksud sebagai ‘segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakan hukum dan keadilan’.​[59]​
b.	Pengadilan dalam istilah Inggris disebut court, sedangkan dalam istilah bahasa Belanda disebut rechtbank. Keduanya memiliki maksud sebagai ‘badan yang melakukan peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara’.​[60]​
Kata pengadilan dan peradilan sejatinya memiliki kata dasar yang sama, yakni “adil” yang memiliki pengertian:​[61]​
a.	   Proses mengadili;
b.	Upaya untuk mencari keadilan; dan
c.	   Penyelesaian sengketa hukum dihadapan badan peradilan berdasarkan hukum yang berlaku.

Peradilan Agama menurut Cik Hasan bisri​[62]​ adalah, suatu institusi lembaga peradilan yang diberikan kekuasaan negara​[63]​ dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu​[64]​ untuk menegakkan hukum dan keadilan.
Peradilan Agama menurut M Daud Ali​[65]​ adalah proses pemberian keadilan berdasarkan hukum agama islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.
M Daud Ali​[66]​ menyebutkan dengan disahkannya Undang-undang Peradilan Agama, timbulnya perubahan-perubahan penting dan mendasar yang terjadi dalam lingkungan Peradilan Agama. Diantaranya dapat disebut hal-hal seperti berikut:
a.	Peradilan Agama telah menjadi peradilan mandiri, kedudukannya benar-benar telah sejajar dan sederajat dengan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
b.	Nama, susunan, wewenang (kekuasaan) dan hukum acaranya telah sama dan seragam di seluruh Indonesia. Terciptanya unifikasi hukum acara Peradilan Agama akan memudahkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;
c.	Perlindungan terhadap wanita lebih ditingkatkan, dengan jalan, antara lain, memberikan hak yang sama kepada isteri dalam berproses dan membela kepentingannya di muka Pengadilan Agama;
d.	Lebih memantapkan upaya penggalian berbagai asas dan kaidah hukum Islam sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan dan pembinaan hukum nasional melalui jurisprudensi, disamping itu, dapat dicatat pula dengan Undang-undang Peradilan Agama;
e.	Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang pokok kekuasaan kehakiman terutama yang disebut pada Pasal 10 ayat (1) mengenai kedudukan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 12 tentang susunan, kekuasaan dan (hukum) acaranya, telah terwujud;
f.	Pembangunan hukum nasional berwawasan nusantara yang sekaligus pula berwawasan bineka tunggal ika dalam bentuk Undang-undang Peradilan Agama telah terlaksana.
2.	Dasar dan kedudukan Peradilan Agama
Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum sebagai landasan konstitusional dan yuridis formal Peradilan Agama, yaitu:
a.	   Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (2) dan (3).
b.	Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (2) jo. 
c.	   Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam perubahan pertama Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
Kedudukan Peradilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat 1 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi:
“Peradilan Agama berkedudukan di kota madya atau di ibu kota kabupaten dan daerah huukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten”. Pada penjelasan Pasal 4 ayat (1) berbunyi:”pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di kodya atau kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian”. 

3.	Kewenangan Peradilan Agama
Kata kewenangan sering disebut “kompetensi” yang berasal dari bahasa Belanda “Competentie”, yang dapat diterjemahkan sebagai “kewenangan” dan juga dapat diartikan dengan “kekuasaan”. Secara umum kewenangan (competency) pengadilan dapat dibedakan menjadi dua yaitu kewenangan relatif (relative competency) dan kewenangan absolut (absolute competency). Kewenangan relatif berkaitan dengan wilayah, sementara kewenangan absolut berkaitan dengan orang (kewarganegaraan dan keagamaan seseorang) dan perkara.​[67]​
Setelah pemberlakuan UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perluasan kompetensi absolut Peradilan Agama dilakukan. Dari segi susunan Undang-undang, ketentuan mengenai kekuasaan absolute Peradilan Agama dijelaskan dalam dua tempat; (1) ketentuan yang bersifat ”umum” yang ditetapkan pada bagian dua tentang kedudukan Peradilan Agama; dan (2) ketentuan rincian yang ditetapkan pada bagian kewenangan pengadilan.
Dalam ketentuan mengenai kewenangan absolut Peradilan Agama yang bersifat umum ditetapkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai “perkara perdata tertentu.”​[68]​ Sementara dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 ditetapkan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai “perkara tertentu.”​[69]​ Perubahan klausul (dari “perkara perdata tertentu” menjadi “perkara tertentu”) menunjukkan bahwa Peradilan Agama memiliki potensi untuk memeriksa dan memutus perkara perdata yang lebih luas.
Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi: 1. Bank syariah, 2. Lembaga keuangan mikro syariah, 3. Asuransi syariah, 4. Reasuransi syariah, 5. Reksadana syariah, 6. Obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, 7. Sekuritas syariah, 8. Pembiayaan syariah, 9. Pegadaian syariah, 10. Dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan, 11. Bisnis syariah. Dalam penjelasan Pasal tersebut antara lain dinyatakan:
“Yang dimaksud dengan”antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal ini.”

Dari penjelasan Pasal 49 tersebut, maka seluruh nasabah lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah, atau bank konvensional yang membuka unit usaha syariah dengan sendirinya terikat dengan ketentuan ekonomi syariah, baik dalam pelaksanaan akad maupun dalam penyelesaian perselisihan.
4.	Hukum Materiil bagi Peradilan Agama
Hukum materiil yang terdapat pada Peradilan Agama terdiri atas beberapa peraturan, yaitu:​[70]​
a.	Undang-undang nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang NTCR,
b.	Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974,
c.	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998,
d.	Undang-undang Nomor 23 Than 1999 tentang Bank Indonesia,
e.	Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat,
f.	Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang  wakaf,
g.	Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah nasional,
h.	Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,
i.	Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,
j.	Peratursn Bank Indonesia yang berkaitan dengan Ekonomi Syariah,
k.	Yurisprudensi Mahkamah Agung,
l.	Qanun Aceh,
m.	Fatwa Dewan Syariah Nasional,
n.	Akad-akad Ekonomi Syariah,
o.	PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
5.	Hukum Acara yang berlaku pada Pengdilan Agama
Hukum Acara pada Pengadilan Agama terdiri atas beberapa peraturan, yaitu:​[71]​
a.	   HIR,
b.	R.Bg,
c.	   Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama,
d.	Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa,
e.	   Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah,
f.	   Yurisprudensi Mahkamah Agung RI,
g.	PERMA dan SEMA RI,
h.	Kompilasi Hukum Islam,
i.	   Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan Peradilan agama.
B.	Tinjauan umum tentang Ekonomi Syariah
1.	Sejarah perkembangan ekonomi Islam
Sebagai sebuah kajian ilmu pengetahuan modern, ekonomi Islam baru muncul pada era tujuh-puluhan, namun pemikiran tentang ekonomi Islam sendiri sudah ada bersamaan diturunkannya Islam melalui Nabi Muhammad saw, yang kemudian dilanjutkan oleh sahabat-sahabat yang masyhur di sebut dengan Khulafa al-Rasyidin  dibawah ini profil dan pemikiran-pemikiran mereka ;
a)	Abu Bakar al-Shiddiq (51 SH-13 H/537-634 M)
Nama lengkapnya adalah Abdullah Ibn Abu Quhafah al-Tamimi, khalifah pertama dari Khulafa al-Rasyidin, sahabat terdekat Nabi saw, dan salah seoarang yang pertama masuk Islam -al-sabiqun al-awwalun-.​[72]​
Pada masa pemerintahannya yang hanya berlangsung selama dua tahun, Abu Bakar lebih banyak terkonsentrasi pada persoalan dalam negeri, dimana saat itu harus berhadapan dengan kelompok murtad, pembangkang zakat, dan nabi palsu. Yang berakhir dengan keputusan untuk berperang yang kemudian dikenal dengan perang riddah –perang melawan kemurtadan.​[73]​ Kemudian setelah menyelasaikan persoalan tersebut, Abu Bakar mulai melakukan ekspansi ke wilayah utara untuk menghadapi pasukan Romawi dan Persia.​[74]​	
Dalam masalah perekonomian Abu Bakar tidak banyak melakukan perubahan, ia meneruskan sistem perekonomian yang telah di bangun Nabi seperti membangun kembali Bait al-Mal, melaksanakan kebijakan pembagian tanah hasil taklukan serta mengambil alih tanah orang murtad untuk dimanfaatkan demi kepentingan umat Islam.​[75]​   Selanjutya dalam mendistribusikan harta Bait al-Mal Abu bakar menerapkan prinsip kesamarataan yakni memberikan jumlah yang sama kepada semua sahabat dan tidak membeda-bedakan antara sahabat, antara budak dan orang merdeka, bahkan antara pria dan wanita. Sehingga harta Bait al-Mal tidak pernah menumpuk dalam jangka waktu yang lama karena langsung didistribusikannya, Abu Bakar juga mempelopori adanya sistem penggajian bagi aparat Negara.​[76]​
b)	Umar Ibn Khattab (40 SH-23 H/584-644 M)
Umar Ibn Khattab merupakan khalifah Islam kedua, ia menyebut dirinya sebagai Khalifah Khalifati Rasulullah/pengganti dan pengganti Rasulullah, kemudian ia juga yang memperkenalkan istilah Amir al-Mukminin (komandan orang-orang beriman).​[77]​ Pada masa pemerintahannya yang berlangsung selama sepuluh tahun Umar banyak melakukan ekspansi hingga wilayah Islam meliputi jazirah Arab, sebagian wilayah kekuasaan Romawi seperti Syria, Palestina, dan Mesir, serta seluruh wilayah kerajaan Persia. Atas prestasi inilah orang barat menjulukinya sebagai the Saint Paul of Islam.​[78]​ 
Dalam masalah perekonomian Umar Ibn Khattab dipandang banyak melakukan inovasi, hal ini bisa dilihat dari beberapa pemikiran dan gagasannya yang mampu mengangkat citra Islam pada masanya. Dengan semakin luasnya daerah kekuasaan Islam Umar mulai memberlakukan administrasi Negara juga membentuk jawatan kepolisian serta tenaga kerja.​[79]​ Dalam bidang pertanian Umar mengambil langkah-langkah penting, misalnya ia menghadiahkan tanah pertanian kepada masyarakat dengan syarat mampu menggarapnya, membuat saluran irigasi, serta mendirikan lembaga yang khusus untuk mendukung programnya tersebut.​[80]​ Sedangkan dalam bidang perdagangan Umar juga menyempurnakan hukum perdagangan yang mengatur tentang pajak, dan mendirikan pasar-pasar yang bertujuan untuk mengerakkan roda perekonomian rakyat.​[81]​
Selain hal tersebut, Umar juga menjadikan Bait al-Mal yang memang sudah ada sejak pemerintahan sebelumnya menjadi reguler dan permanent, kemudian dibangun cabang-cabang di ibu kota provinsi. Berbeda dengan Abu Bakar, Umar dalam mendistribusikan harta Bait al Mal menerapkan prinsip keutamaan. Selain itu Umar juga mendirikan Dewan yakni sebuah kantor yang betugas memberikan tunjangan bagi angkatan perang, pensiunan, serta tunjangan lain. Disamping itu Umar juga mendirikan lembaga survey yang dikenal dengan Nassab yang bertugas melakukan sensus terhadap penduduk Madinah.​[82]​ Selain itu, Umar juga memperkenalkan system jaga malam dan patroli serta mendirikan dan mensubsidi sekolah dan masjid.​[83]​ 


c)	Ustman Ibn Affan (47 SH-35 H/577-656 M)
Pada masa pemerintahannya yang berlangsung selama 12 tahun, Khalifah Usman Ibn Affan berhasil memperluas kekuasan Islam sampai kewilayah Armenia, Tunisia, Cyprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia, Transoxania, serta Tabaristan. Selain itu Ia juga berhasil menumpas pemberontakan yang terjadi di daerah Khurasan dan Iskandariah.​[84]​
Pada enam tahun awal kekuasaanya, Ustman lebih terkonsentrasi melakukan penataan baru dengan mengikuti kebijakan khalifah sebelumnya. Hal ini paling tidak didasari atas semakin luasnya kekuasaan Islam, dengan kata lain bahwa sumber pemasukan Negara dari berbagai unsur seperti zakat, jizyah, dan ghanimah semakin besar.​[85]​ Dalam mengembangkan sumber daya alam, Ustman melakukan pembuatan saluran air, pembangunan jalan, serta pembentukan organisasi kepolisian secara permanent guna mengamankan jalur perdagangan.​[86]​
Selain itu, Ustman juga memperkenalkan tradisi mendistribusikan makanan di masjid untuk fakir miskin dan musafir.​[87]​ Selama pemerintahannya Ustman juga melakukan perubahan administrasi tingkat atas dan mengganti beberapa gubernur, dalam pengelolaan tanah Negara Ustman menerapkan kebijakan membagi-bagikannya kepada individu-individu.​[88]​ Sedangkan dalam pendistribusian harta Bait al-mal Ustman menerapkan prinsip keutamaan seperti halnya yang dilakukan Umar. 
Memasuki enam tahun kedua pemerintahannya, tidak terdapat perubahan mendasar dalam bidang perekonomian, hal ini lebih disebabkan karena mulai banyaknya kekecewaan kaum muslimin yang ditimbulkan oleh kebijakan Ustman sendiri yang dianggap banyak menguntungkan keluarga Khalifah.​[89]​
d)	Ali Ibn Abi Thalib (23 SH-40 H/600-661 M)
Khalifah keempat ini mewarisi kendali pemerintahan dengan wilayah yang sangat luas, namun demikian hal tersebut tidak berarti bahwa ia dengan mudahnya menjalankan roda pemerintahan, sebab Ali juga mewarisi persoalan politik yang sangat berpotensi menciptakan konflik dari pemerintahan sebelumnya.
Khalifah yang terkenal sangat sederhana ini, tidak memiliki banyak kesempatan untuk mengembangkan system perekonomian, hal ini disebabkan banyaknya konflik yang terjadi pada masa pemerintahannya yang hanya berlangsung selama enam tahun. Terbunuhnya Khalifah Ustman menjadi isu sentral merebaknya konflik-konflik tersebut. Namun demikian patut dicatat bahwa dalam mengelola perekonomian ia sangat berhati-hati terlebih dalam membelanjakan keuangan Negara. Bahkan diriwayatkan juga Ali menarik diri dari daftar penerima gaji dan bahkan menyumbang sebesar 5000 Dirham setiap tahunnya. Dalam masalah perekonomian satu hal yang sangat monumental dari pemerintahan Ali adalah pencetakan mata uang sendiri atas nama pemerintahan Islam.​[90]​
Selain itu Ali juga membentuk kepolisian secara resmi yang disebut syurthah, sedangkan dalam mendistribusikan harta Bait al-Mal Ali mengeluarkannya semua tanpa ada cadangan dengan prinsip pemerataan distribusi uang rakyat. 
Sejarah pemikiran ekonomi Islam berawal sejak al-Qur’an dan Hadits ada, yaitu pada masa kehidupan Nabi Muhammad saw pada abad ke-7 Masehi. Pemikiran-pemikiran ekonomi Islam pada masa berikutnya pada dasarnya berusaha untuk mengembangkan konsep-konsep Islam sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Namun demikian hal ini tetap dengan bersandar pada al-Qur’an dan Hadits.​[91]​
2.	Pengertian Ekonomi Syariah
Para ahli ekonomi Islam telah memberikan definisi ekonomi Islam dengan ragam yang berbeda sesuai dengan sudut pandang para ahli tersebut. Apabila dikaji secara seksama terhadap definisi tersebut, tampak semuanya bermuara pada hal yang sama yaitu ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau, meneliti, dan akhirnya menyelesaikan segala permasalahan ekonomi secara apa yang telah disyariatkan pleh Allah SWT. Tidak ada definisi ekonomi Islam baku yang digunakan sebagai pedoman umum untuk memecahkan segala persoalan ekonomi yang dihadapi oleh orang Islam. Meskipun demikian, definisi-definisi yang ada saat ini telah member arahan yang baik dalam perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Perbedaan pendefinisian lebih diartikan sebagai usaha para ekonom muslim untuk menjawab masalah ekonomi yang ditangkapnya, pada Al-Qur’an dan Al-Hadis.​[92]​
Dalam pengistilahan ada yang menyebut bahwa ekonomi yang berdasar pada nilai-nilai Islam ini adalah ekonomi Islam namun ada yang menyebutnya dengan sebutan ekonomi syariah. Sebenarnya, perbedaan penyebutan tidaklah terlalu signifikan, karena kedua sebutan tersebut memiliki tujuan dan pembahasan yang sama, namun kemudian kiranya perlu untuk dijelaskan terlebih dahulu agar tidak terjadi kerancauan dalam pembahasan ini.
Kata “syariah” dalam “ekonomi syariah” sebenarnya memiliki maksud fiqh para ulama’. Hal itu karena pengertian syariah yang berkembang dalam sejarah adalah fiqh dan bukan ayat-ayat/atau hadist-hadist hukum saja secara khusus. Pemakaian kata syariah sebagai fiqh tampak secara khusus pada pencantuman syariah Islam sebagai sumber legislasi dibeberapa negara muslim. Perbankan syariah, asuransi syariah, ekonomi dan keuangan secara syariah umum di Indonesia, serta Pengadilan Syariah (Mahkamah Syariah) di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Inilah yang diistilahkan dalam bahasa barat sebagai Islamic Law, De Mohamadan Wet/Recht, La Loi Islamique dan lain-lain. Bangsa Indonesia kemudian menerjemahkan kata ini dengan hukum Islam.​[93]​
Muhammad Abdullah Al-Arabi​[94]​ mengungkapkan bahwa ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari Al-Qur’an dan As-Sunah dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan diatas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa.
Ada juga yang mendefinisikan ekonomi syariah ini terdiri dari dua bagian:​[95]​
a.	Pertama adalah yang diistilahkan dengan “sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur’an dan As-Sunah” yang ada hubungan dengan urusan-urusan ekonomi. Dasar-dasar umum ekonomi tersebut antara lain tercermin dalam prinsip-prinsip sebagai berikut:
1)	  Bahwa segala cara usaha, poko asalnya adalah boleh (mubah). 
2)	  Bahwa hasil pekerjaan kembali kepada yang mengerjakanya tidak ada perbedaan dalam hal ini (ekonomi) antara laki-laki dan wanita, (QS.4:32)
3)	  Bahwa pemimpin harus dapat mengembalikan distribusi kekayaan dalam masyarakat manakala tidak ada keseimbangan diantara mereka yang dipimpinnya. (QS.56:7)
4)	  Dan bahwa haram menganiaya dengan menerjang hak atas orang Islam lainya.
5)	  Setiap prinsip-prinsip lainya dari ayat-ayat Al-Qur’an dan hadist-hadist yang bersifat membatasi motif-motif ekonomi pelaku ekonomi.

b.	Kedua yaitu diistilahkan dengan “bangunnan perekonomian yang didirikan diatas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa” maksud dari istilah tersebut adalah cara-cara penyesuaian atau pemecahan masalah ekonomi yang dapat dicapai oleh para ahli dalam negara Islam, sebagai pelaksanaan dari prinsip-prinsip Al-Qur’an dan As-Sunah.
Menurut Abdul Manan,​[96]​ maksud dari ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan social yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.  Dalam menjelaskan definisi ini, Muhammad Abdul Manan menjelaskan bahwa ilmu ekonomi Islam tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia itu sendiri. Hal ini disebabkan karena banyaknya kebutuhan dan kurangnya sarana, maka timbullah masalah ekonomi, baik dalam ekonomi modern maupun dalam ekonomi Islam. Perbedaanya hanya dalam menjatuhkan pilihan, pada ekonomi Islam pilihan dikendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam, sedangkan dalam ekonomi modern sangat dikuasai oleh kepentingan sendiri atau individu.  Yang membuat ilmu ekonomi Islam berbeda dengan yang lain adalah sistem penukaran dan trasfer satu arah yang terpadu mempengaruhi alokasi kekurangan sumber daya yang menjadikan proses pertukaran langsung relevan dengan kesejahteraan seluruh umat manusia.
Muhammad Amin Suma​[97]​ mengemukakan bahwa yang dimaksud ekonomi Islam atau ekonomi syariah adalah suatu ekonomi yang dilihat dari sudut pandang keislaman (filsafat, etika, dan lain-lain) terutama dalam bidang hukum atau syariahnya. Itulah sebabnya mengapa ekonomi Islam sering disebut juga ekonomi syariah.
M. Umar Chapra,​[98]​ yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau perilaku makro ekonomi berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.
Perbedaan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional diantaranya meliputi: dasar hukum, etika serta perbedaan cara mendapatkan keuntungan dari sistem tersebut. Namun demikian dari berbagai perbedaan tersebut pada pokoknya perbedaan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional terletak pada prinsip mendapatkan keuntungan diman ekonomi syariah prinsip keuntunganya dengan menggunakan prinsip bagi hasil yang didapatkan dari usaha, sedang dalam ekonomi konvensional prinsip keuntunganya dengan menggunakan bunga dari pinjaman. 
3.	Sumber Hukum dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah
Sumber hukum yang dapat digunakan dasar hukum untuk untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari’ah :
a.	Sumber Hukum Acara (Hukum Formil)
Hukum Acara yang berlaku di Pengadilan Agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah adalah Peraturan Mahkamah Agung RI No. 14 Tahun 2016 tentang tata cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, dan hukum acara yang berlaku dan dipergunakan pada lingkungan Peradilan Umum. Ketentuan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 UU No 7 Tahun 1989 Jo Undang-undang 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Artinya sementara ini hukum yang berlaku di lingkungan peradilan umum adalah HIR dan R.Bg yang berlaku di Pulau Jawa dan Madura untuk HIR dan R.Bg luar pulau Jawa dan Madura. Kedua aturan tersebut berlaku di Peradilan Agama, kecuali hal-hal yang telah di atur secara khusus dalam Undang-undang 7 Tahun 1989 Jo Undang-undang 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. 
b.	Sumber Hukum Materiil​[99]​
1)	Al Qur’an
	Dalam Al-Qur’an terdapat berbagai ayat yang membahas tentang ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan berbagai masalah ekonomi dan keuangan.
2)	Al Hadist
	Melihat kepada kitab-kitab Hadist yang disusun oleh para ulama ahli Hadist dapat diketahui bahwa banyak sekali Hadist Rasulullah SAW yang berkaitan langsung dengan kegiatan ekonomi dan keuangan Islam.
3)	Peraturan Perundang-Undangan
	Banyak aturan hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-undangan yang memiliki titik singgung dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, Hakim Peradilan Agama harus mempelajari dan memahamnya untuk dijadikan pedoman dalam memutus perkara ekonomi syariah.
4)	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
	Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdiri dari empat bagian, yaitu buku I Subjek Hukum dan Amwal, buku II tentang Akad, buku III Zakat dan Hibah dan buku IV Akuntansi Syariah.
5)	Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN);
	Dewan syariah Nasional (DSN) berada dibawah MUI, dibentuk pada tahun 1999. Lembaga ini mempunyai kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
6)	Aqad perjanjian (kontrak);
	Dalam mengadili perkara sengketa ekonomi syariah, sumber hukum utama adalah perjanjian, sedangkan yang lain merupakan pelengkap saja. Oleh karena itu, hakim harus memahami jika suatu aqad perjanjian itu sudah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perjanjian.
	Syarat suatu aqad perjanjian itu sudah memenuhi asas kebebasan berkontrak, asas persamaan dan kesetaraan, asas keadilan, asas kejujuran jika aqad perjanjian itu mengandung hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam, seperti mengandung unsur riba’ dengan segala bentuknya, ada unsur gharar atau tipu daya, unsur maisir atau spekulatif dan unsur dhulm atau ketidakadilan.
	Ketentuan tersebut tentu saja dapat diterapkan seluruhnya dalam hukum keperdataan Islam, karena dalam aqad perjanjian Islam tidak dikenal adanya bunga yang menjadi bagian dari tuntutan ganti rugi. Oleh karena itu, ketentuan ganti rugi harus sesuai dengan prinsip Syariat Islam. Jika salah satu pihak tidak melakukan prestasi, dan itu dilakukan bukan karena terpaksa (overmach), maka ia dipandang ingkar janji (wanprestasi) yang dapat merugikan pihak lain. Penetapan wanprestasi ini bisa berbentuk putusan Hakim atau atas dasar kesepakatan bersama atau berdasarkan ketentuan aturan hukum Islam yang berlaku.​[100]​
	Sehubungan dengan hal di atas, bagi pihak yang wanprestasi dapat dikenakan ganti rugi atau denda dalam ukuran yang wajar dan seimbang dengan kerugian yang ditimbulkannya serta tidak mengandung unsur ribawi. Perbuatan melawan hukum diartikan bahwa berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak orang lain, atau berlawanan dengan kewajiban hak orang yang berbuat atau tidak berbuat itu sendiri atau bertentangan dengan tata susila, maupun berlawanan dengan sikap hati-hati sebagaimana patutnya dalam pergaulan masyarakat, terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain.​[101]​
7)	Fiqih dan Ushul Fiqih;
	Fiqih merupakan sumber hukum yang dapat dijadikan referensi untuk penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Sebagian besar kitab-kitab fiqih yang muktabar berisi berbagai masalah muamalah yang dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan masalah ekonomi. Banyak kitab-kitab yang membahas masalah ekonomi syariah, terutama masalah muamalah dimana dikelompokkan persoalan harta kekayaan, harta milik, harta kebutuhan, cara mendapatkan, dan cara menggunakan, dengan ini bisa menjadikan sebagai sumber hukum bagi semua perangkat yang ada di lingkungan Peradilan Agama.​[102]​
8)	Adab kebiasaan;
	Untuk dapat dijadikan sebagai sumber hukum guna dijadikan dasar dalam mengadili perkara perbankan syariah, kebiasaan di bidang ekonomi syariah itu haruslah mempunyai paling tidak tiga syarat yaitu :​[103]​
a)	Perbuatan itu dilakukan oleh masyarakat tertentu secara berulangulang dalam waktu yang lama (longaet inveterate consuetindo) ;
b)	Kebiasaan itu sudah merupakan keyakinan hukum masyarakat (opinion necessitates) dan
c)	Adanya akibat hukum apabila kebiasaan itu dilanggar.

Apabila kebiasaan di bidang ekonomi syariah mempunyai ketiga syarat tersebut, maka dapat dijadikan sumber hukum sebagai dasar dalam mengadili perkara ekonomi syariah.
9)	Yurisprudensi
	Yurisprudensi yang dapat dijadikan sumber hukum sebagai dasar dalam mengadili perkara ekonomi syariah dalam hal ini adalah yurisprudensi dalam arti putusan Hakim tingkat pertama dan tingkat banding yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung, atau putusan Mahkamah Agung itu sendiri yang telah berkekuatan hukum tetap, khususnya di bidang ekonomi syariah. Dengan perkataan lain yurisprudensi yang dapat dijadikan sumber hukum dalam hal ini adalah putusan Hakim yang benar-benar sudah melalui proses “eksaminasi” dan “notasi” dari Mahkamah Agung dengan rekomendasi sebagai putusan yang telah memenuhi standar hukum yurisprudensi.​[104]​
	Yurisprudensi mengandung banyak arti, di antaranya adalah :​[105]​
a)	Putusan Hakim mengenai kasus tertentu (judge’s decesion in aparticular case).
b)	Putusan yang dijatuhkan merupakan kasus yang berhubungan dengan perkembangan hukum, sehingga pada hakekatnya kasus yang diputuskan berkaitan erat dengan perubahan sosial;
c)	Putusan terhadap kasus yang kemungkinan besar belum diatur dalam Perundang-undangan, sehingga diperlukan penciptaan hukum baru.

Di Indonesia, yurisprudensi diartikan sebagai putusan pengadilan atau hukum pengadilan (rechterrechts/judge made law). Menurut Subekti,​[106]​ yurisprudensi adalah putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai peradilan negara tertinggi. 

C.	Tinjauan umum Tentang Eksekusi
Tujuan pihak-pihak yang berperkara menyerahkan perkara ke pengadilan, khususnya perkara perdata adalah untuk menyelesaikan permasalahan secara tuntas dan menemukan kepastian hukum melalui putusan pengadilan. 
Pelaksanaan putusan pengadilan atau yang lazimnya disebut eksekusi ini hanya dapat dilaksanakan apabila putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Selain itu eksekusi juga hanya dapat dijalankan terhadap putusan yang bersifat condemnator. Amar yang berciri kondemnatoir, secara sederhana merupakan amar yang dapat dieksekusi apabila tergugat tidak mau menjalankannya secara sukarela memenuhi putusan. Selanjutnya tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu putusan pengadilan dinamakan eksekusi.​[107]​ Oleh karena itu, eksekusi tidak lain daripada tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara di pengadilan.
1.	Pengertian Eksekusi
Eksekusi berasal dari kata “executie”, yang artinya melaksanakan putusan hakim (ten uitvoer legging van vonnissen). Di mana maksud eksekusi adalah melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, guna menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.​[108]​
Dalam pengertian yang lain; eksekusi putusan perdata berarti menjalankan putusan dalam perkara perdata secara paksa sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena pihak tereksekusi tidak bersedia melaksanakan secara sukarela.​[109]​
Subekti​[110]​ dan Retno Wulan Sutantio​[111]​ mengalihkan istilah eksekusi (executie) ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah ”pelaksanaan” putusan. Pembakuan istilah ”pelaksanaan” putusan sebagai kata ganti eksekusi, dianggap sudah tepat. Sebab jika bertitik tolak dari ketentuan bab kesepuluh bagian kelima HIR atau titel keempat bagian keempat RBG, pengertian eksekusi sama dengan tindakan ”menjalankan putusan” (ten uitvoer legging van vonnissen).
Menjalankan putusan pengadilan, tidak lain daripada melaksanakan isi putusan pengadilan, yakni melaksanakan ”secara paksa” putusan pengadilan dengan bantuan alat-alat negara apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankannya secara sukarela. Pada masa belakangan ini, menurut Yahya harahap​[112]​ hampir baku dipergunakan istilah hukum ”eksekusi” atau ”menjalankan eksekusi”.
Sejalan dengan pendapat tersebut diatas, dapat dilihat pendapat dari Sudikno Mertokusumo​[113]​ yang menyatakan pelaksanaan putusan/eksekusi ialah realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut.
Sedangkan hukum eksekusi menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofyan​[114]​ adalah hukum yang mengatur tentang pelaksanaan hak-hak kreditor dalam perutangan yang tertuju terhadap harta kekayaan debitor, manakala perutangan itu tidak dipenuhi secara sukarela oleh debitor.
Hukum eksekusi ini sebenarnya tidak diperlukan apabila pihak yang dikalahkan dengan sukarela mentaati bunyi putusan. Akan tetapi dalam kenyataannya tidak semua pihak mentaati bunyi putusan dengan sepenuhnya. Oleh karena itu diperlukan suatu aturan bilamana putusan tidak ditaati dan bagaimana cara pelaksanaannya.​[115]​
Pendapat para pakar yang telah disebutkan sebelumnya dipandang tidak lagi relevan mengingat seiring berkembangnya zaman, maka telah muncul berbagai peraturan yang mengatur tentang eksekusi. Semisal pada UUHT, UU Fidusia dan lain sebagainya. Berbeda pendapat dengan para pakar diatas Muhammad Dja’is​[116]​ merumuskan eksekusi dipandang dari segi oyeknya, eksekusi tidak hanya berobjekkan putusan hakim, misalnya eksekusi objek Hak Tanggungan. Maka diperlukan definisi baru tentang eksekusi. Istilah eksekusi menurut hukum eksekusi diartikan sebagai upaya paksa untuk merealisasi hak kreditor karena pihak debitor/terhukum tidak mau secara suka rela memenuhi kewajibannya atau upaya paksa untuk merealisasi sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara singkat, menurut hukum eksekusi istilah eksekusi mengandung makna sebagai suatu upaya paksa untuk merealisasi hak dan/atau sanksi. Berdasar pengertian tersebut dapat ditarik beberapa unsur dari eksekusi, yaitu:​[117]​
a.	Upaya paksa; unsur ini mengandung makna bahwa dalam eksekusi selalu terkandung unsur paksaan, dengan kata lain dalam eksekusi selalu terdapat paksaan atau kekerasan, yaitu paksaan atau kekerasan menurut hukum. Apabila dalam merealisasi hak atau sanksi tidak ada unsur paksaan atau kekerasan, maka hal tersebut bukan eksekusi, melainkan pelaksanaan secara sukarela. 
b.	Untuk merealisasi; hal ini berarti tujuan eksekusi adalah untuk merealisasi hak atau sanksi, jadi berbeda dengan ketentuan hukum materiil yang diadakan dengan tujuan untuk memberikan pedoman tentang siapa yang berhak dan sanksi yang mengikutinya apabila terjadi pelanggaran hak. Tujuan eksekusi tersebut juga berbeda dengan tujuan berperkara di muka hakim yang prosedurnya diatur dalam hukum acara. Putusan hakim berguna untuk memberikan kepastian hak serta jenis dan beratnya sanksi. Berdasar uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut hukum materiil, seseorang mempunyai hak, selanjutnya apabila haknya dilanggar oleh orang lain maka disediakan ketentuan hukum acara yang mengatur tata cara penegakan hak yang dilanggar tersebut. Menurut hukum acara orang yang merasa haknya dilanggar tersebut dapat menuntut di pengadilan supaya haknya dikuatkan dan si pelanggar dijatuhi sanksi. Putusan hakim yang mengabulkan gugatan dalam perkara ini tidak lain daripada memperkuat hak orang yang bersangkutan dan sekaligus menjatuhkan sanksi terhadap si pelanggar hak. Namun hak yang ditetapkan oleh hukum materiil dan kemudian dikuatkan oleh hukum acara (melalui putusan hakim) tersebut tidak ada artinya apabila hak tersebut tidak dapat direalisasi. Ketentuan mengenai realisasi paksa hak atau sanksi ini ditemukan pengaturannya dalam hukum eksekusi.
c.	Hak; Hak di sini diartikan sebagai kewenangan yang dimiliki seseorang yang mewajibkan orang lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu terhadap dirinya. Pengertian hak di sini dibatasi pada hak menurut hukum atau hak yang mendapat perlindungan hukum, baik menurut hukum materiil maupun hukum acara (berdasar putusan hakim). 
d.	Sanksi; Istilah sanksi diartikan sebagai (ancaman) penderitaan yang dikenakan terhadap seseorang yang tidak memenuhi kewajiban hukumnya. Sanksi yang direalisasi dalam eksekusi bersumber pada ketentuan hukum materiil (perdata, pidana, tata negara maupun adminitrasi negara), putusan hakim dan/ atau perjanjian.
Dengan pengertian di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau pelaksanaan perjanjian yang mempunyai kekuatan eksekusi berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang disamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
2.	Dasar Hukum Eksekusi
Tindakan pengadilan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan serta mengeksekusi suatu perkara tentunya harus didasarkan pada ketentuan Undang-undang yang menjadi sumber hukum untuk melaksanakan eksekusi dan yang dijadikan sebagai landasan terwujudnya penegakan hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan, antara lain adalah :
a.	HIR (Herziene Inlandsch Reglemen) / RBg (Rechtsreglemen Voor de Buitengewesten).
Didalam HIR mengenai menjalankan putusan hakim terdapat dalam Pasal 195 sampai dengan Pasal 244 HIR. HIR ini berlaku bagi daerah Jawa dan Madura. Sedangkan dalam RBg terdapat dalam Pasal 206 sampai dengan Pasal 258 RBg yang berlaku bagi daerah luar Jawa dan Madura. Dalam Pasal-pasal di atas tidak hanya memuat mengenai menjalankan putusan Hakim saja, tetapi juga berisi tentang upaya-upaya paksa dalam eksekusi yaitu sandera, sita eksekusi, upaya perlawanan (Verzet), akta grosse hipotik, dan surat hutang. 
b.	Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a, menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Oleh karenannya, pengadilan merupakan suatu badan (pejabat) yang melakukan kekuasaan kehakiman.
Pasal 36 ayat (3) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 ditentukan, bahwa pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan. Dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1982 menjelaskan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan eksekusi.
Dasar pendirian tersebut berarah pada 2 (dua) hal, yaitu : pertama, untuk tetap melaksanakan putusan yang sebenarnya sudah mempunyai kekuatan hukum pasti, dan yang Kedua, kepada Mahkamah Agung sendiri karena apabila diajukan Peninjauan Kembali satu-satunya institusi yang berwenang menentukan penundaan eksekusi adalah Mahkamah Agung.


3.	Jenis-jenis Eksekusi
Salah satu asas eksekusi adalah hanya dapat dijalankan terhadap putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang bersifat kondemnatoir, yakni dalam amar putusan terdapat pernyataan ”penghukuman” terhadap tergugat untuk melakukan salah satu perbuatan yaitu :
a.	Menyerahkan sesuatu barang atau eksekusi riil dalam bentuk penjualan lelang. (Pasal 200 ayat (1) HIR dan Pasal 218 ayat (2) Rbg);
b.	Mengosongkan sebidang tanah atau rumah, yang disebut dengan eksekusi riil. (Pasal 1033 Rv);
c.	Melakukan suatu perbuatan tertentu atau menghentikan suatu perbuatan atau keadaan (Pasal 225 HIR, Pasal 259 Rbg);
d.	Membayar sejumlah uang (Pasal 196 HIR, Pasal 208 Rbg).
Jika ditinjau dari sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum berdasarkan amar putusan pengadilan yang bersifat kondemnatoir, seperti tersebut di atas, maka jenis eksekusi dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk, yaitu:​[118]​
a.	Melaksanakan suatu perbuatan (Pasal 225 HIR dan Pasal 259 Rbg.)
Hal ini diatur dalam Pasal 225 HIR, yang menyatakan yang intinya jika seseorang dihukum akan melakukan suatu perbuatan, dan ternyata ia tidak melakukannya, maka pihak yang dimenangkan, memiliki wewenang untuk meminta pertolongan pada ketua Pengadilan agar kepentingannya didapatkan.
b.	Eksekusi Riil. (Pasal 1033 RV.)
Eksekusi riil yaitu melakukan suatu “tindakan nyata/riil” seperti menyerahkan sesuatu barang, mengosongkan sebidang tanah atau rumah, melakukan suatu perbuatan tertentu, dan menghentikan suatu perbuatan atau keadaan. Misalnya meyerahkan barang, pengkosongan sebidang tanah atau rumah, pembongkaran, menghentikan suatu perbuatan tertentu, dan lain lain. Eksekusi riil ini dapat dilakukan langsung dengan perbuatan nyata, sesuai dengan amar putusan tanpa memerlukan lelang.
Sumber hubungan hukum yang disengketakan dalam eksekusi riil, pada umumnya ialah upaya hukum yang mengikuti persengketaan hak milik atau persengketaan hubungan hukum yang didasarkan atas perjanjian jual beli, sewa menyewa, atau perjanjian melaksanakan suatu perbuatan.
Proses beracara pada eksekusi riil, Ketua Pengadilan cukup mengeluarkan surat penetapan yang memerintahkan eksekusi atas permintaan pihak yang dimenangkan (penggugat). Dengan penetapan itu, panitera atau jurusita pergi ke lapangan melaksanakan penyerahan atau pembongkaran secara nyata. Dengan penyerahan atau pembongkaran, eksekusi sudah sempurna dan dianggap selesai.
c.	Eksekusi membayar sejumlah uang. (Pasal 196 HIR dan Pasal 208 Rbg.)
Yaitu eksekusi yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang (Pasal 196 HIR, Pasal 208 RBg) ini kebalikannya dari eksekusi riil dimana eksekusi tidak dapat dilakukan langsung sesuai dengan amar putusan tanpa pelelangan terlebih dahulu. Dengan kata lain, eksekusi yang hanya dijalankan dengan pelelangan terlebih dahulu, hal ini disebabkan nilai yang akan dieksekusi itu bernilai uang.

4.	Eksekusi Hak Tanggungan
	Hal-hal mengenai eksekusi hak tanggungan, oleh undang-undang telah diatur dalam ketentuan Pasal 20 UUHT yang mengatur tentang eksekusi hak tanggungan berdasarkan prosedurnya, bahwa:
(1)	Apabila debitor cidera janji maka berdasarkan:
a.	hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
b.	titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Objek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahului daripada kreditor-kreditor lainnya.

(2)	Atas kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan, penjualan objek hak tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.

(3)	Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis pada pihak yang berkepentingan dan diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat, serta tidak ada pihak yang menyatakan keberatan.

(4)	Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi hak tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan ayat (1), (2) dan (3) batal demi hukum.

(5)	Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihindarkan dengan pelunasan utang yang dijamin dengan hak tanggungan itu beserta biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan.”

Jenis eksekusi yang dimaksudkan dalam Pasal 20 UUHT sesuai dengan dasar filosofis perjanjian jaminan yang tujuannya adalah bagaimana caranya supaya debitor bersedia memenuhi kewajibannya, maka kreditor menahan sesuatu yang berharga bagi debitor, sehingga apabila debitor ingin memiliki kembali dan menguasai secara penuh sesuatu yang berharga tersebut, debitor harus terlebih dahulu memenuhi kewajibannya. Apabila debitor tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam waktu yang diperjanjikan, hal tersebut sebagai titik tolak bahwa debitor dikatakan melakukan perbuatan cidera janji.
Adapun mengenai pilihan eksekusi objek hak tanggungan diatur dalam Pasal 20 UUHT yang pada dasarnya berdasarkan prosedurnya memuat 3 (tiga) jenis eksekusi, yaitu: (1) eksekusi melalui di bawah tangan; (2) eksekusi atas kekuasaan sendiri (parate executie); (3) eksekusi berdasarkan titel eksekutorial.
a.	Eksekusi Melalui Penjualan dibawah Tangan
Eksekusi objek hak tanggungan secara di bawah tangan merupakan cara yang paling mudah dan dapat diperjanjikan bersama oleh pemberi dan pemegang hak tanggungan. Tujuan utama penjualan objek hak tanggungan secara di bawah tangan ini adalah untuk mencari harga tertinggi, sehingga tidak merugikan debitor atau pemilik barang jaminan. Seringkali terjadi jika penjualan objek hak jaminan (termasuk hak tanggungan) dilakukan melaui pelelangan umum maka harga jualnya jauh di bawah harga pasar.
Agar debitor selaku pemilik benda tidak bergerak tidak dirugikan oleh praktek penjualan objek jaminan dengan harga murah maka Undang-undang memberikan peluang kepada debitor untuk menawarkan dan mencari pembeli sendiri sebelum benda jaminan dijual melalui lelang.
Eksekusi objek hak tanggungan secara di bawah tangan dapat dilakukan jika sebelumnya telah disepakati bersama oleh pemberi dan pemegang hak tanggungan. Pelaksanaan penjualan di bawah tangan dapat dilakukan setelah lewat satu bulan sejak diberitahukan oleh pemberi dan/atau pemegang hak tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa setempat serta tidak ada pihak yang keberatan.
Mengenai eksekusi penjualan di bawah tangan di dalam Pasal 20 UUHT tidak dijelaskan siapa yang melakukan penjualan, debitor sendiri atau kreditor. Biasanya ketentuan mengenai penjualan di bawah tangan ini ditujukan kepada kreditor, artinya yang melakukan penjualan dalam arti menentukan harganya adalah kreditor. Untuk melakukan tindakan tersebut kreditor mutlak harus membuat kesepakatan dengan debitor.
Apabila dilihat ketentuan Pasal 20 ayat (3) UUHT nampak bahwa kesepakatan untuk menjual di bawah tangan yang dibuat oleh pemberi dan pemegang hak tanggungan adalah pada saat hutang dapat ditagih (opeisbare). Hal itu terlihat dari adanya ketentuan yang menyatakan bahwa penjualan baru dapat dilakukan dalam waktu paling sedikit satu bulan setelah diberitahukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Disamping itu dari ketentuan mengenai keharusan diumumkan dalam media cetak atau media lain sebelum pelaksanaan penjualan juga dapat ditafsirkan bahwa penjualan di bawah tangan yang dimulai dari pencapaian kesepakatan dan pengumuman penjualan baru dapat dilakukan jika hutang dapat ditagih.
Sedangkan jika debitor tidak dapat ditemui, sengaja menghindar atau menghilang sejak terjadinya kredit macet, maka penjualan objek hak tanggungan di bawah tangan tidak mungkin dapat dilakukan. Karena salah satu syarat dilakukan penjualan di bawah tangan tersebut harus ada persetujuan atau kesepakatan antara pemberi dan pemegang hak tanggungan. Apabila debitor berada dalam keadaan tidak hadir maka kreditor dapat menggunakan fasilitas parate eksekusi yang diatur dalam Pasal 6 UUHT jika dia merupakan kreditor pertama. Berdasarkan hak atas parate eksekusi tersebut kreditor berhak meminta dilakukan penjualan lelang atas objek hak tanggungan kepada Kantor Lelang di tempat wilayah letak tanah yang akan dilelang tanpa terlebih dahulu meminta fiat eksekusi kepada Pengadilan Negeri.
         Bagan Proses Eksekusi melalui Penjualan di Bawah Tangan :
                                             GUGATAN

	

                                              PANGGIL-
                                                        AANMANING         SITA EKSEKUSI

	         	  TENGGANG
              HUBUNGAN                      PROSES		                    WAKTU

              HUKUM

              SENGKETA	
	  HUKUM                                                  MOHON EKSEKUSI KE KETUA
	                                                                          PENGADILAN NEGERI

          Sumber : Dokumen Pribadi Moch Jais Dosen FH UNDIP
b.	Eksekusi Atas Kekuasaan Sendiri (parate executie)
Dalam Penjelasan Umum angka 9 UUHT disebutkan bahwa salah satu ciri khas hak tanggungan adalah mudah dan pasti eksekusinya jika debitor cidera janji. Lebih lanjut Penjelasan umum tersebut menyatakan bahwa eksekusi hak tanggungan dilakukan berdasarkan lembaga parate executie sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 HIR dan 258 Rbg. Penjelasan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) juga menyatakan bahwa irah-irah yang terdapat pada sertifikat hak tanggungan dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada sertifikat hak tanggungan, sehingga jika debitor cidera janji maka sertifikat hak tanggungan dieksekusi seperti halnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan lembaga parate executie sesuai hukum acara perdata yang berlaku.
Pada hak tanggungan, menurut Pasal 11 ayat (2) huruf e UUHT juga ditegaskan bahwa dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dicantumkan janji-janji, antara lain janji pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri jika debitor cidera janji. Sebagai suatu hak yang diperjanjikan maka keberadaanya baru ada jika secara tegas disepakati bersama oleh debitor dan kreditor dalam APHT. Suatu janji baru ada dan mengikat jika telah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak yang memperjanjikan.
Apabila APHT tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Pertanahan, maka secara otomatis janji-janji yang tercantum di dalamnya (termasuk janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri) ikut didaftar sehingga mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak dan pihak ketiga. Sehingga bila debitor wanprestasi maka penjualannya harus dilakukan melalui pelelangan umum. Ketentuan harus dijual di muka umum itu dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada debitor dari kenakalan kreditor, yakni guna menghindari terjadinya penjualan jaminan yang merugikan debitor.
Dengan demikian jika debitor benar-benar wanprestasi maka pemegang hak tanggungan pertama dapat melaksanakan janji tersebut dengan menjual lelang objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri (parate eksekusi). Pelaksanaan parate eksekusi tidak mendasarkan pada Pasal 224 HIR dan 258 Rbg seperti yang disebutkan oleh Penjelasan Umum angka 9 dan Penjelasan Pasal 14 dan 26 UUHT. Jadi parate eksekusi itu dilaksanakan tanpa fiat eksekusi atau penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri. Hal ini sesuai dengan hak yang diberikan oleh Undang-undang kepada kreditor pertama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 UUHT.
Sedang eksekusi menurut Pasal 224 HIR dan 258 Rbg bukanlah parate eksekusi, karena eksekusi berdasarkan Pasal tersebut harus meminta fiat eksekusi kepada Ketua Pengadilan. Eksekusi menurut Pasal 224 HIR dan 258 Rbg ditujukan pada grosse akta hipotik dan surat hutang yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Jadi eksekusi berdasarkan kedua Pasal tersebut harus meminta fiat eksekusi kepada dan dilaksanakan atau dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri, sedangkan parate eksekusi dilakukan sendiri oleh kreditor tanpa meminta fiat eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri.
            Bagan Prosedur Eksekusi Parate :
		                       GUGATAN
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			                            SITA EKSEKUSI
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	                     SENGKETA
	                        HUKUM                                       MOHON EKSEKUSI KE KETUA
		                                                                       PENGADILAN NEGERI
			
			                                           MOHON LELANG
           Sumber : Dokumen Pribadi Moch Jais Dosen FH UNDIP


c.	Eksekusi berdasarkan Titel Eksekutorial
Eksekusi objek hak tanggungan melalui Pengadilan Negeri sebenarnya merupakan alternatif terakhir setelah upaya penjualan di bawah tangan atau penjualan atas kekuasaan sendiri mengalami kegagalan.
Kendati sebagai alternatif terakhir dan paksa bagi penyelesaian piutang kreditor, namun dalam praktek dijadikan upaya utama oleh lembaga perbankan. Artinya pihak bank selaku kreditor jarang menempuh langkah penjualan di bawah tangan atau penjualan lelang aas kekuasaan sendiri (parate eksekusi). Jika debitor wanprestasi bank umumnya langsung meminta kepada Pengadilan Negeri agar dilaksanakan eksekusi berdasarkan sertifikat hak tanggungan yang mempunyai title eksekutorial. Eksekusi demikian didasarkan pada Pasal 224 HIR dan Pasal 258 Rbg yang mengatur eksekusi terhadap dokumen selain putusan pengadilan yang mempunyai titel eksekutorial.
Eksekusi berdasarkan Pasal 224 HIR dilakukan oleh kreditor dengan cara mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar sertifikat hak tanggungan dieksekusi. Permohonan eksekusi diajukan oleh kreditor dengan menyerahkan sertifikat hak tanggungan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar diterbitkan fiat atau surat perintah sehingga eksekusi dapat dijalankan secara paksa, bahkan dengan bantuan aparat keamanan sekalipun.
Fiat eksekusi merupakan eksekusi yang dilaksanakan oleh Kantor Lelang Negara setelah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, meski pengadilan tidak melakukan pemeriksaan seperti dalam perkara perdata biasa, dan terhadap permohonan fiat eksekusi ini pihak Pengadilan Negeri cukup melakukan pemeriksaan terhadap syarat-syarat formal yang telah ditentukan.
Berdasarkan fiat eksekusi dari Ketua Pengadilan Negeri tersebut yang biasanya disusuli dengan terbitnya surat perintah penjualan lelang, maka Kantor Lelang melakukan penjualan atas objek hak tanggungan di muka umum. Namun sebelum Ketua Pengadilan menerbitkan fiat eksekusi didahului dengan pemberian peringatan (aanmaning) kepada debitor agar dalam jangka waktu tertentu dia memenuhi kewajibannya secara sukarela. Apabila aanmaning tidak ditanggapi, barulah Ketua Pengadilan menerbitkan surat perintah penyitaan untuk selanjutnya diterbitkan perintah penjualan lelang kepada Kantor Lelang Negara.
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BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengadilan Agama Semarang adalah salah satu dari lima badan peradilan Negara di Indonesia yang mempunyai kekuasaan hukum atau wilayah hukum di Semarang yang berlokasi di Jl. Uripsumoharjo No. 5, Karanganyar, Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah. 
Tugas dan wewenang Pengadilan Agama Semarang sama dengan Pengadilan Agama lainnya yang ada di Indonesia yaitu menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam dibidang; Perkawinan, Kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan juga wakaf shadaqah serta ekonomi syariah.​[119]​
Kewenangan atau kekuasaan peradilan dalam kaitannya dengan hukum acara perdata, menyangkut dua hal, yaitu: kewenangan relatif dan juga kewenangan absolut.
Kompetensi relatif adalah kekuasaan atau dasar wilayah hukum dan dapat diartikan sebagai kekuasaan Pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan Pengadilan yang mana dan jenis sama tingkatannya.​[120]​
Kekuasaan relatif ini diatur dalam Pasal 4 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang berbunyi: “Pengadilan Agama berkedudukan di Kota Madya atau Ibu Kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kota Madya atau Kabupaten.” Yurisdiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan dimana orang akan mengajukan perkaranya sehubungan dengan Penggugat. 
Adapun wilayah hukum Pengadilan Agama Semarang terdiri dari 16 Kecamatan, 176 Desa/Kelurahan, dengan batar Batas Wilayah 	: 	
	Sebelah Utara Laut Jawa
	Sebelah Timur Kab. Demak dan Kab. Grobogan
	Sebelah Barat Kab. Kendal
	Sebelah Selatan Kab. Semarang
Dan Letak Geografis 	Pengadilan Agama Semarang yaitu : 7°00' Lintang Selatan 110°24' Bujur Timur.
Adapun wewenang Relatif Pengadilan Agama Semarang adalah sebagai berikut:​[121]​
1.	Kecamatan Semarang Barat, terdiri dari 16 Kelurahan,
2.	Kecamatan Semarang Selatan, terdiri dari 10 Kelurahan,
3.	Kecamatan Pedurungan, terdiri dari 12 Kelurahan,
4.	Kecamatan Banyumanik, terdiri dari 11 Kelurahan,
5.	Kecamatan Mijen, terdiri dari 14 Kelurahan,
6.	Kecamatan Ngaliyan, terdiri dari 10 Kelurahan,
7.	Kecamatan Gayamsari, terdiri dari 7 Kelurahan,
8.	Kecamatan Tembalang, terdiri dari 12 Kelurahan,
9.	Kecamatan Semarang Utara, terdiri dari 9 Kelurahan,
10.	Kecamatan Semarang Tengah, terdiri dari 15 Kelurahan,
11.	Kecamatan Semarang Timur, terdiri dari 10 Kelurahan,
12.	Kecamatan Gajahmungkur, terdiri dari 8 Kelurahan,
13.	Kecamatan Genuk, terdiri dari 13 Kelurahan,
14.	Kecamatan Gunungpati, terdiri dari 16 Kelurahan,
15.	Kecamatan Tugu, terdiri dari 7 Kelurahan,
16.	Kecamatan Candisari, terdiri dari 7 Kelurahan.
Kompetensi absolut adalah wewenang suatu Pengadilan yang bersifat mutlak dan dapat diartikan kekuasaan Pengadilan yang sehubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkat Pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkat Pengadilan lainnya.​[122]​
Tugas pokok Pengadilan Agama Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : 1) perkawinan, 2) waris, 3) wasiat, 4) hibah, 5) wakaf, 6)  zakat, 7) Infaq, 8) shadaqah; dan 9) ekonomi syariah.​[123]​

A.	Cakupan eksekusi lelang pada sengketa ekonomi syariah dengan tanpa adanya Putusan Pengadilan
1.	Eksekusi lelang berdasarkan title eksekutorial di Pengadilan Agama Semarang
Pengadilan Agama dalam melakanakan eksekusi Hak Tanggungan pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 224 HIR/258 RBg, dalam hal menjalankanya jika tidak dilaksanakan secara sukarela maka pelaksanaanya dijalankan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan Agama di dalam wilayah mana debitor tinggal, misalnya Pengadilan Agama Semarang, maka kewenangan menetapkan berada di Ketua Pengadilan Agama Semarang.
Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan di Pengadilan Agama Semarang, penulis memperoleh keterangan dari Bapak Abdul Wahid selaku panietra Pengadilan Agama Semarang tentang prosedur pelaksanaan eksekusi lelang hak tanggungan dengan tahapan sebagai berikut :​[124]​
a.	Meneliti Hak Tanggungan
Setelah menerima permohonan eksekusi hak tanggungan, kewajiban pertama yang harus dilakukan oleh Pengadilan Agama Semarang adalah mempelajari apakah sertifikat hak tanggungan tersebut mempunyai kekuatan eksekusi atau tidak. Sertifikat hak tanggungan yang sah dan memiliki kekuatan eksekusi harus memiliki kelengkapan dokumen sebagai berikut :
1)	Perjanjian Hutang
Dokumen Perjanjian Hutang adalah dokumen pokok yang harus ada untuk membuat sertifikat hak tanggungan. Tanpa ada perjanjian hutang, tidak bisa dibuat sertifikat hak tanggungan. Hutang yang dijamin pelunasannya dengan hak tanggungan tersebut harus jelas jumlahnya. Paling tidak jumlah hutang tersebut harus jelas pada saat permohonan eksekusi hak tanggungan diajukan ke Pengadilan.​[125]​
2)	Janji untuk memberikan hak tanggungan
Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan hutang. Janji untuk memberikan hak tanggungan tersebut dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian utang-piutang.​[126]​
3)	Akta pemberian Hak Tanggungan
Pemberian Hak Tanggungan dibuat dalam bentuk Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).​[127]​
Dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan wajib dicantumkan :
a)	Identitas pemegang Hak Tanggungan;
b)	Identitas pemberi Hak Tanggungan;​[128]​
c)	Jumlah hutang yang jelas yang dijaminkan dengan hak tanggungan tersebut;
d)	Nilai Hak Tanggungan;
e)	Uraian yang jelas mengenai objek Hak Tanggungan.​[129]​
Dalam akta pemberian hak tanggungan dapat juga dimuat janji-janji yang membatasi kewenangan pemberi hak tanggungan dan memberi kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk menyelamatkan objek hak tanggungan.​[130]​ Tetapi apabila janji tersebut memberi kewenangan kepada Pemegang Hak Tanggugangan untuk memiliki Objek Hak Tanggungan apabila pemberi hak tanggungan cedera janji, maka janji tersebut batal demi hukum.​[131]​
4)	Terdaftar pada Kantor Pertanahan
Akta Pemberian Hak Tanggungan harus didaftarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kepada Kantor Pertanahan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan.​[132]​
Kantor Pertanahan mencatat pendaftaran hak tanggungan atas tanah tersebut dalam buku hak tanggungan atas tanah pada hari ke 7 setelah menerima surat-surat pendaftaran hak tanggungan. Kemudian pencatatan tersebut disalin pada sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan.​[133]​
5)	Sertifikat Hak Tanggungan
Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan yang memuat irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sehingga Sertifikat Hak Tanggungan tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Sertifikat Hak Atas Tanah yang telah dibubuhi catatan pembebanan Hak Tanggungan tersebut dikembalikan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, dan Sertifikat Hak Tanggungan diserahkan kepada pemegang Hak Tanggungan.​[134]​
Pembebanan Hak Tanggungan tersebut berkedudukan sama dengan sita jaminan, dan melekat objek yang dibebankan hak tanggungan, meskipun tanah tersebut telah berpindah tangan dan ditangan siapapun tanah tersebut berada. Karena berkedudukan sama dengan sita jaminan, maka ketika ada permohonan eksekusi hak tanggunggan, tidak diperlukan lagi sita eksekusi. Apabila Hak Tanggungan memiliki dokumen-dokumen tersebut, barulah memiliki kekuatan eksekutorial yang disamakan dengan putusan pengdilan yang berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi. Apabila dokumennya tidak lengkap, maka Hak Tanggungan tersebut tidak memiliki kekuatan eksekutorial dan tidak dapat dieksekusi.
b.	Aan Maning
Apabila Hak Tanggungan memiliki kekuatan eksekusi seperti di atas, langkah selanjutnya adalah aan maning. Aan maning adalah teguran yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama kepada Termohon eksekusi, agar Termohon Eksekusi melaksanakan pemenuhan Hak Tanggungan secara sukarela dalam waktu maksimum delapan hari.​[135]​ Aan maning merupakan syarat pokok eksekusi, tanpa aan maning (teguran) terlebih dahulu, eksekusi tidak boleh dijalankan.​[136]​
Aan maning dilaksanakan dalam sidang insidentil yang dihadiri oleh Ketua Pengadilan dan Panitera serta Termohon Eksekusi. Sebagai bukti otentik adanya aan maning, dibuat berita acara tentang aan maning tersebut. Berita acara aan maning ini menjadi landasan penting untuk keabsahan perintah eksekusi.​[137]​
Meskipun yang ditegur hanya Termohon Eksekusi, dan dari beberapa literatur tidak dijelaskan apakah Pemohon Ekskusi dipanggil untuk hadir dalam sidang aan maning atau tidak, tetapi Pemohon Eksekusi perlu dipanggil untuk hadir pada sidang aan maning tersebut. Paling tidak ada dua manfaat kehadiran Pemohon Eksekusi pada saat aan maning. Pertama pada saat aan maning tersebut masih terbuka kemungkinan perdamaian antara Pemohon eksekusi dengan Termohon Eksekusi sampai eksekusi dilaksanakan.​[138]​ Kedua, agar Pemohon eksekusi tahu kapan aan maning dilaksanakan dan kapan masa aan maning berakhir, dan kapan pula Pemohon Eksekusi melaporkan atau kembali mengajukan permohonan agar eksekusi dilaksanakan apabila Termohon eksekusi tidak melaksanankan aan maning.
c.	Perintah Eksekusi Lelang
Apabila Termohon Eksekusi tidak melaksanakan teguran dalam batas waktu yang ditentukan, Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan penetapan yang isinya perintah kepada Panitera atau Jurusita agar dengan perantaraan Kantor Lelang Negara melaksanakan penjualan umum (lelang eksekusi) atas objek hak tanggungan. Perintah Eksekusi harus dibuat dalam bentuk Penetapan tertulis dan tidak boleh dalam bentuk lisan.​[139]​ Dalam penetapan perintah eksekusi lelang tersebut dicantumkan bahwa hasil bersih dari penjualan lelang diserahkan kepada Panitera.
Menurut Yahya Harahap,​[140]​ penetapan perintah eksekusi dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan secara ex officio tanpa perlu permohonan ulang dari Pemohon Eksekusi, dan keliru sekali praktek yang mengharuskan adanya permohonan ulang. Akan tetapi mengingat prinsip penyelesaian perkara perdata bersifat formil, dan secara formil Pengadilan tidak akan tahu apakah teguran (aan maning) tersebut dilaksanakan atau tidak oleh Termohon Ekseskusi tanpa laporan dari Pemohon Eksekusi.​[141]​ Oleh karena itu laporan dari Pemohon Eksekusi bahwa teguran tidak dilaksanakan oleh Termohon Eksekusi, yang disertai dengan permohonan agar eksekusi dilaksanakan, baik tertulis maupun lisan mutlak diperlukan. Kemudian laporan yang disertai permohonan tersebut dicantumkan dalam pertimbangan penetapan perintah eksekusi.
Penetapan Eksekusi tersebut berisi perintah kepada Panitera atau Jurusita untuk melaksanakan eksekusi lelang dengan menyebutkan secara jelas jabatan dan nama Panitera atau Jurusita yang diperintahkan menjalankan eksekusi.​[142]​ 
Selanjutnya Panitera mengajukan Permohonan kepada Kepala Kantor Lelalang Negara yang wilayah kerjanya meliputi objek hak tanggungan untuk menentukan tanggal pelaksanaan lelang.​[143]​
d.	Pelaksanaan Eksekusi Lelang
1)	Permohonan Lelang
Proses lelang dimulai dengan Permohonan yang diajukan oleh Panitera kepada Kepala Kantor Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi objek hak tanggungan. Permohonan tersebut dilengkapi dengan syarat-syarat sebagai berikut ;
-	Salinan Penetapan Perintah Eksekusi
-	Fotokopi permohonan eksekusi
-	Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan.
-	Fotokopi sertifikat tanah objek hak tanggungan.
-	Rincian jumlah hutang yang harus dibayar oleh Termohon Eksekusi.
-	Harga Limit penjualan objek hak tanggungan.
Penatapan Nilai Limit menjadi syarat pelaksanaan lelang. Harga limit ini ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan penilaian Tim Penilai atau Tim Penaksir.​[144]​ 
Nilai Limit· dibuat secara tertulis dan diserahkan oleh Penjual kepada Pejabat Lelang paling lambat sebelum pengumuman lelang, atau sebelum Lelang dimulai dalam hal Nilai Limit tidak dicantumkan dalam pengumuman lelang.​[145]​

2)	Penentuan tanggal pelaksanaan lelang
Setelah menerima permohonan lelang dari pengadilan, KPKNL menentukan tanggal pelaksanaan lelang. Sesudah tanggal pelaksanaan lelang ditentukan, maka pengadilan harus melaksanakan pengumuman lelang,​[146]​ dan KPKNL mengurus Surat Keterangan Tanah (SKT) ke Kantor Pertanahan.​[147]​ Bukti Pengumuman Lelang dan SKT tersebut menjadi syarat yang harus sudah ada paling kurang satu hari sebelum lelang dilaksanakan.
3)	Pengumuman lelang
Pengumuman Lelang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dengan memuat hal-hal sebagai berikut :
a)	Identitas penjual;
b)	Hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan lelang dilaksanakan;
c)	lokasi, luas tanah, jenis hak atas tanah, dan ada/tidak adanya bangunan di atas tanah;
d)	waktu dan tempat melihat objek yang akan dilelang;
e)	Uang Jaminan Penawaran Lelang meliputi besaran, jangka waktu, cara dan tempat penyetoran;
f)	Nilai Limit;
g)	cara penawaran lelang; dan
h)	jangka waktu Kewajiban Pembayaran Lelang oleh Pembeli;
Pengumuman Lelang diatur sedemikian rupa sehingga terbit pada hari kerja KPKNL dan tidak menyulitkan peminat lelang melakukan penyetoran Uang Jaminan Penawaran Lelang.
Pengumuman Lelang dilaksanakan melalui surat kabar harian yang terbit di kota/kabupaten tempat barang berada. Dalam hal tidak ada surat kabar harian yang terbit di Kabupaten/Kota tersebut, Pengumuman Lelang diumumkan dalam surat kabar harian yang terbit di kota/kabupaten terdekat atau di ibu kota propinsi atau ibu kota negara dan beredar di wilayah kerja KPKNL tempat barang yang akan dilelang. Pengumuman Lelang harus dicantumkan dalam halaman utama dan tidak dapat dicantumkan pada halaman tambahan.​[148]​

Pengumuman dilakukan 2 (dua) kali. Jangka waktu Pengumuman Lelang pertama ke Pengumuman Lelang kedua berselang 15 (lima belas) hari, dan diatur sedemikian rupa sehingga Pengumuman Lelang kedua tidak jatuh pada hari libur/hari besar. Pengumuman kedua harus dilakukan paling singkat 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan lelang.​[149]​
Bukti Pengumuman Lelang ini harus diserahkan oleh Pengadilan kepada Pejabat Lelang.​[150]​
4)	Uang Jaminan
Setiap lelang disyaratkan adanya uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang. 
Besarnya Uang Jaminan Penawaran Lelang ditentukan oleh Penjual dengan ketentuan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari Nilai Limit dan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari Nilai Limit.​[151]​

Uang Jaminan Penawaran Lelang dengan jumlah paling banyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dapat disetorkan secara langsung kepada Bendahara Penerimaan KPKNL, Pejabat Lelang Kelas I, Balai Lelang atau Pejabat Lelang Kelas II paling lama sebelum lelang dimulai.​[152]​

Lelang dengan Uang Jaminan Penawaran Lelang di atas Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) harus disetorkan melalui rekening Bendahara Penerimaan KPKNL, paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.​[153]​
Uang Jaminan Penawaran Lelang dari Peserta Lelang yang disahkan sebagai Pembeli, akan diperhitungkan sebagai bagian dari pelunasan harga pembelian lelang. Dan uang Jaminan Penawaran Lelang akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli.​[154]​
Jika Penawar yang sudah disahkan sebagai Pembeli tidak melunasi Kewajiban Pembayaran Lelang, maka penunjukan pembeli tersebut dibatalkan dan Uang Jaminan Penawaran Lelang disetorkan seluruhnya ke Kas Negara dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah pembatalan penunjukan Pembeli oleh Pejabat Lelang.​[155]​
5)	Pelaksanaan Lelang
a)	Pemandu lelang
Pelaksanaan lelang dipimpin oleh pejabat lelang atau dapat dibantu oleh Pemandu Lelang di bawah pengawasan Pejabat Lelang.​[156]​
b)	Penawaran lelang
Setiap Peserta Lelang wajib mengajukan penawaran yang dapat dikirim melalui surat semenjak lelang diumumkan sampai sebelum pelaksanaan lelang. Harga penawaran tersebut paling sedikit sama dengan Nilai limit.​[157]​
c)	Pengesahan pembeli
Pejabat Lelang mengesahkan penawar tertinggi yang telah mencapai atau melampaui Nilai limit sebagai Pembeli, dalam pelaksanaan lelang yang menggunakan Nilai Limit.​[158]​ 

Apabila terdapat beberapa Peserta Lelang yang mengajukan penawaran tertinggi Pejabat Lelang berhak mengesahkan Pembeli dengan cara melakukan penawaran lanjutan hanya terhadap Peserta Lelang yang mengajukan penawaran sama atau melakukan pengundian di antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran sama apabila penawaran lanjutan tidak dapat dilanjutkan.​[159]​
d)	Pembayaran harga lelang
Pembayaran harga lelang harus dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang melalui rekening KPKNL atau Balai Lelang atau rekening khusus atas nama jabatan Pejabat Lelang Kelas II atau langsung kepada Bendahara Penerimaan KPKNL. Pelunasan pembayaran lelang tersebut harus dibuatkan kwitansi atau tanda bukti pembayaran oleh Bendahara Penerimaan KPKNL.​[160]​
e)	Penyerahan dokumen kepemilikan tanah
Sebelum pelaksanaan lelang, Penjual/Pemilik Barang wajib menyerahkan asli dokumen kepemilikan tanah kepada Pejabat Lelang, dan Pejabat Lelang wajib memperlihatkannya kepada Peserta Lelang sebelum lelang dimulai.​[161]​ Setelah lelang dilaksanakan, paling lama 1 (satu) hari kerja setelah Pembeli menunjukkan bukti pelunasan pembayaran dan menyerahkan bukti setor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pejabat Lelang harus menyerahkan asli dokumen tersebut kepada Pembeli.​[162]​
f)	Risalah lelang
Setelah lelang selesai, Pejabat Lelang wajib membuat berita acara lelang yang disebut Risalah Lelang, yang ditandatangani oleh Pejabat Lelang, Penjual, dan Pembeli.​[163]​ Pembeli memperoleh Kutipan Risalah Lelang sebagai akta jual beli untuk kepentingan balik nama.​[164]​ Dengan terbitnya risalah lelang, maka selesailah pelaksanaan Eksekusi lelang.
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Menurut Manshur,​[165]​ bahwa ketua Pengadilan Agama Semarang sewaktu debitor dipanggil untuk dilakukan somasi agar hadir guna memberikan nasehat-nasehat dan pertimbangan hukum yang sekiranya dapat dimengerti oleh pihak debitor sehingga debitor dapat memahami kewajiban yang seharusnya dilakukan olehnya. Apabila eksekusi menjadi jalan akhir maka menyerahkan kepada debitor terlebih dahulu untuk mencari pembeli lelang sehingga dalam pelaksanaan lelang nantinya sudah pasti ada pembeli dan dapat mencapai harga yang optimal sehingga tidak memberatkan kedua belah pihak.
Lelang eksekusi Hak Tanggungan dapat dilaksanakan apabila barang yang dilelang tersebut harus sudah dilepaskan dari kekuasaan termohon dalam hal ini debitor. Hal ini untuk menghindari adanya permasalahan yang mungkin dapat terjadi di kemudian hari dengan pihak ketiga atau pembeli. Hal tersebut juga dimaksudkan sebagai upaya untuk melindungi pihak pemenang lelang untuk mendapatkan haknya.
Dalam hal ini yang bertindak selaku penjual lelang adalah Ketua Pengadilan untuk kepentingan kreditor, sehingga yang berhak menentukan syarat-syarat lelang adalah Ketua Pengadilan selaku pemohon lelang. Sebelum pelelangan dilaksanakan harus didahului pengumuman sebayak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 15 hari melalui surat kabar. Sebelum saat pengumuman lelang dikeluarkan debitor masih diberi kesempatan untuk melunasi utang, biaya dan bunga (Pasal 20 ayat (5) UUHT dan Penjelasannya). Dalam praktek yang terjadi meski pelelangan sudah diumumkan, namun jika debitor mambayar utang beserta semua biaya dan bunga, maka pelelangan akan dihentikan.
Setelah semua persyaratan permohonan lelang dipenuhi kemudian Kantor Lelang Negara melakukan pelelangan atas objek hak tanggungan secara umum dimana hasilnya digunakan untuk melunasi utang debitor dan sisanya (kalau ada) akan dikembalikan kepada debitor. Apabila hasil penjualan lelang tidak mencukupi untuk melunasi utang debitor, hal ini tidak berarti kewajiban debitor hapus begitu saja, utang debitor tetap merupakan kewajiban yang harus dibayar. Hanya saja pemenuhan utang tersebut tidak lagi dijamin dengan jaminan kebendaan yang bersifat khusus tetapi dengan jaminan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata.
Berdasarkan analisa penulis, Pengadilan Agama Semarang dalam melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan telah diatur dalam Pasal 224 HIR/258 RBg yaitu kewenangan  untuk menetapkan sita eksekusi atas tanah-tanah yang telah dijamin dengan Hak Tanggungan di wilayah hukum dimana debitor tinggal. Selain ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan menyatakan bahwa apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Eksekusi ini cenderung lebih mudah dari pada pertolongan hakim berdasarkan Pasal 224 HIR/258 Rbg karena tidak memerlukan adanya perintah dari Ketua Pengadilan Agama untuk melakukan penjualan obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum. Kreditor pemegang Hak Tanggungan dapat langsung mengajukan penjualan obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan.

2.	Eksekusi lelang Hak Tanggungan atas Kekuasaan Sendiri (Parate Executie) di KPKNL Semarang
Pengertian lelang eksekusi telah disebutkan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 yaitu : “Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/ atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan”, antara lain Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), Lelang Eksekusi Pengadilan, Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit, Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), Lelang Eksekusi dikuasai/tidak dikuasai Bea Cukai, Lelang Eksekusi Barang Sitaan Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Lelang Eksekusi Barang Rampasan, Lelang Eksekusi Barang Temuan, Lelang Eksekusi Fidusia, Lelang Eksekusi Gadai.
Dari penelitian yang dilakukan penulis pada KPKNL Semarang diperoleh keterangan tentang proses pelaksanaan lelang eksekusi objek hak tanggungan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang meliputi kegiatan sebelum lelang, pelaksanaan lelang dan kegiatan setelah lelang dengan tahapan sebagai berikut:​[166]​
a.	Syarat dan ketentuan lelang
Pelaksanaan lelang memiliki beberapa ketentuan dan syarat lelang yang harus di penuhi oleh peserta, pembeli objek lelang dan penjual selaku pemohon lelang baik sebelum dan sesudah pelaksanaan lelang.
1)	Syarat dan ketentuan lelang bagi peserta dan pembeli
Pembeli objek lelang mempunyai syarat dan ketentuan lelang berdasarkan peraturan lelang sebagai berikut:
a)	peserta Lelang wajib menyetor uang jamian sesuai banyaknya jumlah nilai jaminan yang ditentukan oleh penjual objek lelang ke rekening atas nama Penampung Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara yang sudah efektif selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang dengan mencantumkan nama peserta sesuai dengan KTP dan nomor urut objek lelang yang akan ditawar;
b)	peserta Lelang wajib membawa fotokopi KTP, NPWP dan materai 6000;
c)	penyetoran uang jaminan tidak diperbolehkan melalui ATM/SMS banking, Internet Banking;
d)	peserta Lelang wajib melakukan penawaran lelang paling sedikit sama dengan nilai limit, Jika tidak melakukan penawaran, dikenakan sanksi, tidak diperbolehkan mengikuti lelang selama 3 (tiga) bulan di Wilayah Kerja Kanwil DJKN Jawa Tengah;
e)	pemenang lelang wajib melunasi seluruh harga lelang dan bea lelang secara langsung dan sekaligus (tidak boleh dicicil) paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah lelang, dan apabila tidak melunasi, maka pemenang lelang dianggap wanprestasi dan uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara;
f)	pemenang lelang yang sudah melunasi biaya lelang akan tetapi tidak membayar setoran pajak maka KPKNL tidak akan menyerahkan Kutipan Lelang pada pembeli sah, dimana Kutipan lelang tersebut sebagai syarat dalam pembalikan nama kepemilikan objek dari kepemilikan yang sebelumnya;
g)	peminat dapat melihat objek yang akan dilelang pada alamat dimana objek lelang tersebut berada dan semua objek dijual dalam kondisi apa adanya dan semua cacat dan kekurangannya, peminat lelang diharapkan untuk memeriksa objek lelang sebelum mengikuti lelang;
h)	pembatalan/penundaan terhadap salah satu atau beberapa barang/objek lelang karena bebrapa hal tersebut diatas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Semarang dan Lembaga yang menjadi Penjual/Kreditor; dan
i)	penawaran dilakukan sesuai dengan jenis lelang (lelang tertulis/ lelang lisan).

2)	Persyaratan dan ketentuan lelang bagi penjual
Penjual objek lelang selaku pemohon lelang mempunyai syarat dan ketentuan sebagai berikut:
a)	penjual harus mengajukan surat permohonan lelang kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang beserta dokumen persyaratan lelang yang bersifat umum dan khusus;
b)	penjual harus menetukan Nilai limit untuk barang yang akan di jual. Jika nilai limit taksiran kurang dari Rp. 300.000.000,00 maka penjual memiliki Hak melakukan penilaian atas objek yang akan di lelang, tetapi jika nilai limit taksiran melebihi atau sama dengan Rp. 300.000.000,00 maka penilaian atas objek lelang harus dilakukan oleh Tim Penilai Independen yang di angkat oleh Menteri Keuangan;
c)	penjual yang tidak menetukan nilai limit maka harus melampirkan surat pernyataan tertulis dari pemilik barang bahwa bersedia melepas barang yang dilelang sesuai dengan harga penawaran paling tinggi yang terbentuk;
d)	penjual yang membatalkan lelang sebelum lelang di laksanakan akan di kenakan denda (bea lelang batal);
e)	penyetoran bea lelang batal oleh penjual kepada kepala Bendahara Penerimaan KPKNL, Paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permintaan pembatalan lelang diterima oleh KPKNL; dan
f)	penjual/ pemilik barang bertanggungjawab terhadap :
	keabsahan Kepemilikan Barang;
	keabsahan dokumen persyaratan Lelang;
	penyerahan barang tidak bergerak; dan
	dokumen kepemilikan kepada pembeli.

b.	Kegiatan Sebelum Pelaksanaan Lelang
Pelaksanaan lelang eksekusi objek hak tanggungan pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang meliputi perisapan lelang, pelaksanaan lelang, kegiatan setelah lelang.​[167]​
1)	Persiapan Lelang Eksekusi Objek Hak Tanggungan
Persiapan lelang adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan sebelum hari lelang dan merupakan bagian yang harus dipersiapkan secara matang guna melancarkan proses lelang dan mengoptimalkan hasil lelang. Prosedur persiapan lelang terdiri dari yaitu Pengajuan permohonan lelang, penadatanganan kerjasama, penerimaan dokumen, pengecekan aspek hukum, peninjauan aset, penjelasan aset, dan pengumuman pelaksanaan lelang.​[168]​
a)	Pemohon Mengajukan Surat Permohonan Lelang Pada KPKNL
Pemohon (penjual) mengajukan permohonan secara tertulis kepada KPKNL ditempat benda tersebut berada disertai dengan dokumen persyaratan lelangsesuai jenis lelangnya. Adapun dokumen persyaratannya adalah :
	Salinan/fotokopi perincian hutang/jumlah kewajiban debitor yang harus dipenuhi;
	Daftar barang yang akan dilelang (objek lelang);
	Daftar nilai limit barang yang akan dilelang;
	Surat pernyataan bertanggung jawab apabila terjadi gugatan perdata atau tuntutan pidana;
	Surat pernyataan menunjukkan laporan penilaian/penaksiran;
	Surat Keterangan Pendaftaran Tanah;
	Asli/fotokopi bukti kepemilikan hak/sertifikat;
	Salinan/fotokopi sertifikat Hak Tanggungan dan Akta pemberian Hak Tanggungan;
	Salinan/fotokopi perjanjian kredit; dan
	Surat peringatan I, II, dan III kepada debitor wanprestasi.

b)	Penandatanganan kerjasama (MOU/SPK)
Penandatanganan kerjasama dilakukan untuk mempermudah dalam pelaksanaan pekerjaan. Penandatanganan yang dituangkan dalam suatu MOU/SPK sebagai perintah kerja yang dilampiri data asset yang akan di lelang, surat kuasa dan surat pernyataan.
c)	Penerimaan dokumen
Semua dokumen-dokumen mengenai aset yang akan dilelang diberikan oleh penjual/pemilik aset dan dikumpulkan, dimana dokumen-dokumen tersebut menjadi dasar/ landasan perpindahan kepemilikan. KPKNL akan meneliti semua berkas permohonan lelang tersebut untuk memperoleh legalitas dari pihak yang mengajukan permohonan lelang.
d)	Pengecekan aspek hukum
Setiap fotokopi dokumen yang diterima selanjutnya akan dibuat suatu rangkuman dan dipergunakan dalam pengecekan data dan aspek hukmnya. Adapun langkah-langkah hukum yang dilakukan dalam rangka persiapan lelang adalah sebagai berikut :
	Pembuatan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT)
	Pengecekan ke Tata Kota
	Pengecekan/pemblokiran ke Intansi terkait

e)	Peninjauan dan penelitian asset
Berdasarkan data yang diterima oleh KPKNL Jember, maka kantor lelang akan melakukan peninjauan aset dengan tujuan sebagai berikut :
	memastikan bahwa kondisi bangunan/fisik asset tersebut cocok dengan dokumen pendukungnya;
	khusus aset properti, meneliti lokasi dan lingkungan sebagai bahan masukan dalam pertimbangan nilai dan pemasaran properti tersebut;
	penilaian terhadap aset tersebut untuk menentukan harga limit pada pelaksanaan lelang. Harga Limit adalah harga minimal barang lelang yang ditetapkan oleh penjual/pemilik barang untuk dicapai dalam suatu pelelangan. Surat pernyataan harga limit di atas Rp. 300.000.000,- dilengkapi dengan fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Tanggungan (SHT), Perjanjian Kredit, Surat Peringatan 1,2 dan 3.

f)	Penjelasan dan pemasaran asset
Rangkuman atau penjelasan mengenai keunikan setiap aset yang akan dijual melalui lelang untuk keperluan pemasaran. Sebelum dilaksanakan lelang, para calon pembeli dipersilahkan melakukan peninjauan aset yang akan dijual (open house) untuk mendapatkan gambaran terhadap aset yang akan dilelang tersebut.
g)	Pengumuman lelang
Setelah beberapa prosedur diatas telah dilakukan, KPKNL akan mengajukan jadwal pelelangan yang meliputi waktu dan tempat pelaksanaan lelang. Selanjutnya pemohon lelang (penjual) melaksanakan pengumuman lelang sesuai dengan jenis lelangnya. Pengumuman lelang dapat dilakukan melalui surat kabar harian, selebaran, atau tempelan, yang mudah dibaca oleh umum dan atau melalui media elektronik termasuk internet.
c.	Pelaksanaan Lelang
Setelah terkumpul beberapa peserta maka pelelangan tersebut dapat segera dilaksanakan, dan pelaksanaan tersebut dipimpin oleh pejabat lelang yang dapat dibantu oleh pemandu lelang. Pemandu lelang membantu Pejabat Lelang menawarkan dan menjelaskan barang dalam suatu pelaksanaan lelang. Peserta yang telah mengajukan harga tertinggi dan telah mencapai nilai limit ditunjuk sebagai pemenang lelang. Dari iuran diatas pelaksanaan lelang hanya dilaksankan oleh pejabat lelang, berikut urutan prosedur pelaksanaan lelang :​[169]​
1)	pejabat lelang (Kasi Pelayanan Lelang) menerima bukti pembayaran uang jaminan dari peserta lelang sebagai syarat menjadi peserta lelang.
2)	berdasarkan bukti pembayaran uang jaminan, pejabat lelang (Kasi Pelayanan Lelang) membuat kuitansi pelunasan uang jaminan 2 rangkap.
3)	pejabat lelang mengisi buku absen sesuai nama peserta lelang yang hadir.
4)	acara inti pelaksanaan lelang:
a)	pembukaan oleh MC;
b)	sambutan dari pihak penjual;
c)	pembacaan Risalah Lelang oleh Pejabat Lelang;
d)	penyerahan harga limit (amplop tertutup) dari penjual kepada Pejabat Lelang;
e)	lelang dipandu oleh Pemandu lelang penyebutan harga limit (per objek);
f)	penawaran terbuka per objek dengan cara penawaran dilakukan dengan mengangkat nomor peserta sebagai tanda persetujuan harga; dan
g)	pengikatan pemenang lelang dengan Surat Pengikatan Pemenang Lelang (SPPL). Berikut pemberian perincian kewajiban pembayaran yaitu: pelunasan harga lelang, dan bea lelang serta pungutan-pungutan lainnya.

5)	Metode lelang
Ada 2 metode atau cara pelaksanaan lelang yaitu secara lisan dan secara tertulis, metode ini ditentukan oleh pemohon lelang sebelum lelang dilaksanakan dan telah tercantum saat pengumuman lelang melalui selebaran dan surat kabar harian.​[170]​
a)	Lelang lisan
	dilaksanakan dengan cara mengundang khalayak ramai sebagai calon pembeli;
	harga limit langsung ditawarkan kepada calon pembeli;
	kenaikan harga dipandu oleh Pemandu Lelang; dan
	calon pembeli yang setuju akan mengangkat panel bid tanda setuju demikian seterusnya sampai tersisa satu pembeli pada harga tertinggi dan dinyatakan sebagai pemenang lelang.

b)	Lelang tertulis
	calon pembeli harus melakukan penawaran secara tertulis;
	dimasukkan ke dalam amplop tertutup selambat-lambatnya pada batas waktu yang ditentukan oleh KPKNL;
	calon pembeli harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan;
	setiap calon pembeli hanya bisa melakukan satu penawaran dengan satu amplop saja; dan
	pada hari yang telah ditentukan kota penawaran akan dibuka dan ditentukan penawar tertinggi secara tertulis yang akan di sebut sebagai pemenang.

6)	Pejabat lelang yang dibantu oleh pemandu lelang melakukan penawaran harga dengan peserta lelang, sampai ditetapkannya pemenang lelang.
7)	Setelah pemenang lelang ditentukan maka pejabat lelang meminta tandatangan kuitansi pelunasan uang jaminan, lembar ke-1 diserahkan pada pemenang lelang, lembar ke-2 diarsip. Sedangkan peserta lelang yang tidak dinyatakan menang akan mendapatkan kembali kuitansi dan bukti setor uang jaminan, untuk di cairkan ke bank.
Berikut adalah Alur Bagan Lelang secara umum di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang :

Prosedur Lelang oleh KPKNL Semarang














Sumber : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang 2014

Dalam Penjelasan Umum angka 9 UUHT disebutkan bahwa salah satu ciri khas hak tanggungan adalah mudah dan pasti eksekusinya jika debitor cidera janji. Lebih lanjut Penjelasan Umum tersebut menyatakan bahwa eksekusi hak tanggungan dilakukan berdasarkan lembaga parate executie sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 HIR dan 258 Rbg. Penjelasan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) juga menyatakan bahwa irah-irah yang terdapat pada sertifikat hak tanggungan dimaksudkan untuk menegaskan adanya kekuatan eksekutorial pada sertifikat hak tanggungan, sehingga jika debitor cidera janji maka sertifikat hak tanggungan dieksekusi seperti halnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melalui tata cara dan dengan menggunakan lembaga parate executie sesuai hukum acara perdata yang berlaku.
Pada hak tanggungan, menurut Pasal 11 ayat (2) huruf e UUHT juga ditegaskan bahwa dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dicantumkan janji-janji, antara lain janji pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri jika debitor cidera janji. Sebagai suatu hak yang diperjanjikan, maka keberadaanya baru ada jika secara tegas disepakati bersama oleh debitor dan kreditor dalam APHT. Suatu janji baru ada dan mengikat jika telah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak yang memperjanjikan.
Apabila APHT tersebut sudah didaftarkan ke Kantor Pertanahan, maka secara otomatis janji-janji yang tercantum di dalamnya (termasuk janji untuk menjual atas kekuasaan sendiri) ikut didaftar sehingga mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak dan pihak ketiga. Sehingga bila debitor wanprestasi maka penjualannya harus dilakukan melalui pelelangan umum. Ketentuan harus dijual di muka umum itu dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada debitor dari kenakalan kreditor, yakni guna menghindari terjadinya penjualan jaminan yang merugikan debitor.
Dengan demikian jika debitor benar-benar wanprestasi maka pemegang hak tanggungan pertama dapat melaksanakan janji tersebut dengan menjual lelang objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri (parate eksekusi). Pelaksanaan parate eksekusi tidak mendasarkan pada Pasal 224 HIR dan 258 Rbg seperti yang disebutkan oleh Penjelasan Umum angka 9 dan Penjelasan Pasal 14 dan 26 UUHT. Jadi parate eksekusi itu dilaksanakan tanpa fiat eksekusi atau penetapan dari Ketua Pengadilan. Hal ini sesuai dengan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditor pertama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 UUHT.
Sedang eksekusi menurut Pasal 224 HIR dan 258 Rbg bukanlah parate eksekusi, karena eksekusi berdasarkan Pasal tersebut harus meminta fiat eksekusi kepada Ketua Pengadilan. Eksekusi menurut Pasal 224 HIR dan 258 Rbg ditujukan pada grosse akta hipotik dan surat hutang yang mempunyai kekuatan eksekutorial. Jadi eksekusi berdasarkan kedua Pasal tersebut harus meminta fiat eksekusi kepada dan dilaksanakan atau dipimpin oleh Ketua Pengadilan, sedangkan parate eksekusi dilakukan sendiri oleh kreditor tanpa meminta fiat eksekusi kepada Ketua Pengadilan.
Menurut analisa penulis pelaksanaan lelang eksekusi melalui KPKNL merupakan tindak lanjut dari Pasal 6 UUHT, dimana pemegang Hak Tanggungan mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum. Hal ini juga diperkuat adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dimana terhadap debitor wanprestasi dapat langsung mengajukan permohonan lelang kepada KPKNL. 
Ketentuan tentang eksekusi tersebut menurut Pasal 26 dan Penjelasan Umum Nomor 9 UUHT dinyatakan belum berlaku selama belum ada peraturan pelaksanaannya, untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum maka diberlakukan ketentuan Pasal 224 HIR/ Pasal 258 RBg. Menurut Pasal 10 UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bentuk peraturan pelaksanaan yang dimaksud Pasal 26 UUHT adalah peraturan pemerintah. UUHT adalah ketentuan Hukum Materiil Perdata, sedangkan HIR/ RBg adalah ketentuan Hukum Acara Perdata, ini berarti ketentuan tentang eksekusi dalam Hukum Acara Perdata dipinjam oleh Hukum Materiil Perdata. Akibat hukum dari hal ini adalah pelaksanaan eksekusi obyek Hak Tanggungan hanya sah apabila didasarkan Pasal 224 HIR/ Pasal 258 RBg, sedangkan seluruh ketentuan UUHT tentang eksekusi (termasuk Pasal 6 UUHT) belum berlaku. Dengan demikian pelaksanaan eksekusi obyek hak tanggungan berdasar Pasal 6 UUHT adalah tanpa dasar hukum, akibatnya pelaksanaan eksekusi tersebut tidak sah. Sehubungan dengan tidak sahnya pelaksanaan eksekusi menurut Pasal 6 UUHT, maka bagi debitor dan/ atau pihak ketiga yang merasa dirugikan dapat mengajukan upaya hukum. Jenis upaya hukum yang dapat diajukan verzet melawan eksekusi atau gugat perlawanan. Verzet diajukan saat pelaksanaan eksekusi masih berlangsung, sedangkan gugat perlawanan diajukan apabila pelaksanaan eksekusi sudah selesai. 

Bagan Prosedur Eksekusi Parate :
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B.	Hambatan dalam Pelaksanaan Eksekusi Lelang dengan Tanpa Adanya Putusan di Pengadilan Agama Seamarang
1.	Kasus Posisi Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di Pengadilan Agama Semarang No.: 001/2013/Pdt.Eks/PA.Smg
	Pada tanggal 10 Juli 2013 PT. Bank Permata Cabang Syariah (selanjutnya disebut sebagai Pemohon) berlawanan dengan Nur Rochim, (selanjutnya disebut sebagai Termohon) telah mengajukan permohonan Eksekusi Akta Pembebasan Hak Tanggungan (APHT) ke Pengadilan Agama Semarang dengan No.: 001/2013/Pdt.Eks/PA.Smg.
Lelang Hak Tanggungan tersebut bermula dari debitor selaku  nasabah yang mengajukan akad pembiayaan KPR Syariah pada tanggal 5 Agustus 2011 dengan tanggungan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM). Selanjutnya kreditor mengabulkan permohonan debitor berdasarkan prinsip Ijarah dengan plafon pembiayaan sebesar Rp. 1.275.000.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perjanjian pihak debitor berkewajiban membayar kepada kreditor sebesar Rp. 12.742.970,00  (dua belas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) perbulan untuk jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) bulan. Di tengah perjalanan ternyata pihak debitor tidak dapat melaksanakan kewajibannya (wan prestasi) sehingga pihak kreditor memberikan somasi (teguran) sebanyak tiga kali kepada debitor namun nasabah tetap tidak dapat memenuhi kewajibannya.
Selanjutnya kreditor menyampaikan Permohoanan Eksekusi Hak Tanggungan  kepada Pengadilan Agama Semarang. Dan atas permohonan tersebut, Ketua Pengadilan Agama Semarang menerbitkan Penetapan aan maning bertanggal 31 Juli 2013. Pada tanggal 19 Maret 2014 kreditor mengajukan surat kedua dan memohon diletakkan Sita Eksekusi atas Jaminan yang ada. Selanjutnya pada tanggal 14 Mei 2014 jurusita Pengadilan Agama Semarang melaksanakan sita eksekusi atas objek jaminan berupa tanah bersertifikat hak milik.
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang menentukan hari  Lelang  Hak Tanggungan pada hari selasa tanggal 24 februari 2015 pukul 10.00 WIB di Pengadilan Agama Semarang. Eksekusi Lelang Hak Tanggungan pada hari itu dihadiri oleh Pejabat Kantor Lelang, Pengadilan Agama Semarang selaku Penjual diwakili oleh Panitera Sekretaris Abdul Wahid didampingi  Wakil Panitera PA Semarang Zainal Abidin serta pemohon eksekusi /kreditor dan  termohon eksekusi/debitor yang diwakili oleh kuasa hukumnya Sunarto dan Agung Pribadi.
Eksekusi lelang Hak Tanggungan pada pagi hari itu ternyata tidak ada peserta lelang yang datang, namun tetap dilaksanakan. Selanjutnya pihak debitor meminta kepada kreditor diberi kesempatan untuk melakukan negosiasi, agar tercapai kesepakatan. Pejabat lelang memberikan arahan, “Jika dalam tenggang waktu enam puluh hari tidak tercapai kesepakatan, maka pihak kerditur dapat mengajukan permohonan eksekusi lelang kembali melaui Pengadilan Agama Semarang”.
Setelah lewat enam puluh hari ternyata tidak terjadi kesepakatan dari pihak kreditor dan debitor sehingga pihak kreditor kembali mengajukan permohonan eksekusi. Selanjutnya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang menentukan hari  Lelang  Hak Tanggungan pada hari Rabu tanggal 17 Pebruari 2016 di Pengadilan Agama Semarang. Berbeda dengan pelaksanaan lelang pertama pada 24 Februari 2015 lelang kedua tersebut gagal terselenggarakan karena tidak adanya peminat terhadap objek hak tanggungan.
Belakangan diketahui bahwa penyebab ketidakhadiran peserta lelang pada lelang pertama tertanggal 24 februari 2015 adalah karena adanya intervensi dari pihak debitor melalui kuasa hukumnya. Hal ini penulis ketahui setelah mendapatkan keterangan dari Zainal​[171]​ selaku wakil panitera Pengadilan Agama Semarang yang menyampaikan bahwa pada 24 Februari 2015 selain kuasa hukum debitor yang hadir di Pengadilan Agama terdapat sekelompok orang yang diduga  memiliki hubungan dengan kuasa hukum debitor mencoba menghalanhgi peserta lelang dan menyampaikan objek hak tanggungan yang akan di lelang akan terus bermasalah dan siapapun pemenang lelang tidak akan dapat menempati dan menguasai objek hak tanggungan.
Senada dengan keterangan pak zainal, Yayuk selaku lawyer dan petugas pelaksana lelang dari KPKNL yang hadir pada hari itu membenarkan cerita tersebut, hal itu disampaikan Yayuk ketika penulis meminta keterangan di KPKNL Semarang. Yayuk menambahkan bahwa upaya-upaya tersebut sering terjadi dan biasa dilakukan oleh debitor yang tidak rela assetnya akan di lelang. Upaya yang sering dilakukan oleh pihak debitor biasanya dengan gugatan terhadap nilai limit penjualan objek hak tanggungan, adanya gugatan dari pihak ketiga baik sebagai pemilik objek hak tanggungan ataupun rekayasa adanya suatu perjanjian piutang. Selain itu kuasa hukum debitor seringkali melakukan upaya premanisme seperti memasang plang di tanah objek hak tanggungan, mengintervensi pembeli pada saat pelaksannaan pelelangan, dengan cara marah-marah dan mengklaim bahwa lelang yang dilakukan tidak sah dan harus batal demi hukum sehingga menimbulkan kekawatiran terhadap peserta lelang.​[172]​
Demi mendapatkan keterangan yang akurat penulis melakukan riset di SAP Law Office Sunarto – Agung Pribadi & Partners, Advokat Kurator dan Pengurus, yang merupakan kuasa hukum dari debitor. Setelah melakukan wawancara kepada Agung Pribadi selaku kuasa hukum debitor terkait permohonan lelang dengan No: 001/2013/Pdt.Eks/PA.Smg, beliau membenarkan adanya upaya penggagalan lelang yang dilaksanakn oleh Pengadilan Agama Semarang tanggal 24 Februari 2015 dengan cara mencegah hadirnya peserta lelang. Selain Sunarto dan Agung Pribadi yang hadir di tempat pelelangan, tim kuasa hukum debitor juga menerjunkan tiga orang di luar pengadilan yaitu Pepeng, Widodo, dan Joko yang bertugas mengintimindasi dan mencegah peserta lelaang hadir dalam tempat pelelangan. Kalaupun ada dari peserta lelang yang tetap hadir pada saat itu maka kuasa hukum debitor masih memiliki upaya lain untuk menyelamatkan asset debitor.​[173]​
Selain pada kasus tersebut Agung Pribadi menambahkan bahwa timnya sering melakukan upaya lain guna menghambat proses pelelangan ataupun penguasaan pasca terjadi lelang, diantaranya dengan melakukan gugatan perbuatan melawan hukum, gugatan tersebut antara lain:
a.	Gugatan atas dasar kesalahan/kelalaian debitor sehubungn dengan kepemilikan debitor atas barang jaminan meliputi perbuatan mengenai harta bersama, harta warisan, jaminan milik pihak ketiga;
b.	Gugatan atas dasar kesalahan/kelalaian debitor dengan persyaratan dalam hubungan perjanjian kredit meliputi perbuatan mengenai pengikatan/perjanjian yang cacat/tidak sah, hak tanggungan;
c.	Gugatan atas dasar kesalahan/kelalaian institusi/lembaga eksekusi, selaku kuasa undang-undang dari kreditor meliputi perbuatan mengenai paksa/penyitaan/SP3N/Pemblokiran;
d.	Gugatan atas dasar kesalahan/kelalaian sehubungan dengan pelaksanaan lelang dan akibat dari lelang meliputi perbuatan pelelangan, harga tidak wajar, pengosongan.
Menurut analisa penulis terhadap kasus yang telah dipaparkan di atas, Pengadilan Agama Semarang dalam melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan sudah sesuai dengan Hukum Formil yang berlaku, akan tetapi ketidakdewasaan debitor dalam menerima konsekuensi dari perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan menjadi faktor utama terhambatnya proses Eksekusi Lelang Hak Tanggungan di Pengadilan Agama Semarang.
2.	Analisis terhadap Hambatan dalam Pelaksanaan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan di Pengadilan Agama Semarang
Sebelum lebih lanjut dalam menganalisis penetapan eksekusi sebagaimana kasus di atas, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa dalam pelaksanaan eksekusi di kenal beberapada asas yang harus dipegang oleh pihak pengadilan, yaitu:​[174]​
a.	Putusan pengadilan harus suda berkekuatan hukum tetap, pengecualian atas asas ini salah satunya adalah eksekusi berdasarkan grosse akta sesuai dengan Pasal 224 HIR dan Pasal 258 R.Bg;
b.	Putusan tidak dijalankan secara sukarela maka akan dijalankan secara paksa melalui proses eksekusi oleh pengadilan yang dalam pelaksanaanya dibantu pihak kepolisian, hal ini didasarkan pada Pasal 200 ayat (1) HIR;
c.	Putusan mengandung amar condemnatoir; dan
d.	Eksekusi di bawah pimpinan Ketua Pengadilan.
Terkait dengan perkara di atas terhadap permohonan eksekusi No.:  001/2013/Pdt.Eks/PA.Smg. di Pengadilan Agama semarang tersebut, penulis dapat mengklasifikasikanya ke dalam persoalan hukum mengenai grosse akta. Di dalam hukum perikatan terdapat ketentuan bahwa para pihak wajib melaksanakan perikatan yang timbul dari perjanjian (kontrak) yang mereka sepakati. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya, maka akan timbul kerugian pada pihak lain yang mengharapkan agar kepentinganya terwujud melalui pelaksanaan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, hukum melindungi kepentingan pihak dimaksud (kreditor) dengan membebankan tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas pihak yang ingkar janji (debitor) bagi kepentingan pihak yang berhak (kreditor). Namun demikian ganti rugi tersebut hanya dapat dibebankan kepada debitor yang telah ingkar janji apabila kerugian yang dialami kreditor memiliki hubungan sebab akibat dengan perbuatan ingkar janji dari debitor. Jadi, tanggung jawab kontrak itu memiliki tiga unsur pokok, yaitu adannya perbuatan ingkar janji (wan prestsi) yang dapat dipersalahkan, perbuatan ingkar janji itu menimbulkan kerugian terhadap kreditor, dan kerugian kreditor itu disebabkan oleh-memiliki hubungan sebab-perbuatan ingkar debitor.
Demi menjaga prinsip kehati-hatian dan iktikad tidak baik dari debitor, maka dalam transaksi antara kreditor dengan debitor pada umumnya disertai adanya jaminan sebagai akad tambahan (assecoir) dari akad perjanjian pokok, terutama jika objek transaksi bernilai tinggi. Fungsi utama dari jaminan adalah untuk meyakinkan pihak kreditor bahwa debitor mempunyai kemampuan untuk mengembalikan atau melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan persyaratan dan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.
Pada prakteknya eksekusi lelang Hak Tanggungan di Pengadilan Agama Semarang tidak selalu berjalan dengan baik. Adanya hambatan dalam pelaksanaan eksekusi lelang Hak Tanggungan yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Semarang, diantaranya adalah:​[175]​
a.	Perlawanan pihak tereksekusi
Pihak debitor acapkali memberikan perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi, hal ini disebabkan debitor merasa dirugikan dengan adanya eksekusi tersebut. Perlawanan debitor bisa diajukan sebelum adanya penetapan eksekusi dengan mengajukan perlawanan ke Pengadilan Agama apabila dalam proses eksekusi telah menyalahi peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi seperti kasus di atas yang telah dikemukakan sebelumnya intimindasi terhadap peserta lelang menjadi salah satu alternative yang di pandang efektif untuk menggagalkan proses lelang.
b.	Perlawanan pihak ketiga
Kaitanya dengan perlawanan pihak ketiga dalam hal ini yang sering terjadi adalah ketika lelang sudah dilaksanakan, secara tiba-tiba ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan yang menyatakan bahwa barang/objek yang akan dilelang itu adalah miliknya. Permasalah hukum seperti ini yang paling sering dijumpai dalam prakteknya.​[176]​
Seharusnya terhadap pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pelaksanaan eksekusi tersebut dapat mengajukan gugatan perlawanan pihak ketiga (denden verzet) secara resmi melalui surat perlawanan yang didaftarkan kepada Pengadilan Agama yang bersangkutan dengan melampirkan bukti kepemilikan atas objek yang dilelang.
Pada dasarnya pihak ketiga dapat mengajukan perlawanan terhadap eksekusi suatu putusan. Berdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR / Pasal 206 Rbg ayat (6), maka satu-satunya syarat agar dapat diterima pihak orang lain (pihak ketiga) untuk mengajukan perlawanan tersebut adalah bahwa barang yang akan dieksekusi adalah miliknya. Oleh karena itu, bila alasan pengajuan perlawanan adalah di luar hak milik, misalnya hak sewa, hak pakai, dan sebagainya tidak diperkenankan mengajukan perlawanan tersebut. Perlawanan pihak ketiga adalah upaya hukum luar biasa dan oleh karenanya pada asasnya tidak menangguhkan eksekusi.
Yahya harahap​[177]​ menjelaskan bahwa salah satu syarat agar perlawanan dapat dipertimbangkan sebagai alasan untuk menunda eksekusi, harus diajukan sebelum eksekusi dijalankan/dilaksanakan. Kalau eksekusi sudah dijalankan, tidak ada relevansinya untuk menunda eksekusi. Senada dengan Putusan MA tanggal 31 Agustus 1977 No. 697 K/Sip/1974, ditegaskan tentang formalitas pengajuan perlawanan terhadap eksekusi harus diajukan sebelum penjualan lelang dijalankan (sebelum eksekusi dijalankan). Kalau eksekusi sudah dijalankan, upaya yang dapat diajukan pihak ketiga untuk membatalkan eksekusi harus melalui gugatan. Begitu juga dalam Putusan MA No. 786 K/Pdt/1988 antara lain ditegaskan :
1)	derden verzet atas eksekusi berdasarkan alasan sebagai pemilik dapat dibenarkan asal diajukan sebelum eksekusi selesai;
2)	sehubungan dengan itu, oleh karena perlawanan diajukan pada saat sita eksekusi diajukan, Pengadilan Negeri diperintahkan untuk mengankat sita eksekusi.
Debitor/tereksekuai dapat mengajukan gugatan terhadap eksekusi dengan formalitas :​[178]​
1)	Pihak tereksekusi adalah pihak ketiga;
2)	Pihak ketiga tersebut adalah pemilik dari objek eksekusi, baik itu pemegang hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, termasuk penanggung Hak Tanggungan dan hak sewa;
3)	Pengajuan gugatan dilakukan setelah eksekusi sudah selesai dijalankan;
Debitor/tereksekuai dapat mengajukan perlawanan terhadap eksekusi dengan formalitas :​[179]​
1)	Perlawanan harus diajukan sebelum penjualan lelang dijalankan (sebelum eksekusi);
2)	Alasan perlawanan adalah untuk menunda eksekusi;
3)	Pihak-pihak yang dapat melakukan perlawanan adalah :
a)	Pihak ketiga yang akan dieksekusi yang mengaku sebagai miliknya (pemegang hak milik, HGU, HGB, Hak Pakai, termasuk penanggungan Hak Tanggungan, dan hak sewa;
b)	Penyewa yang objeknya bukan tanah; atau
c)	Tereksekusi sendiri apabila dia sudah melaksanakan putusan itu dengan suka rela atau dalam hal cara-cara melakukan penyitaan tersebut dilakukan yidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

4)	Objek perlawanan dapat berupa :
a)	Putusan verstek bagi tergugat yang tidak hadir;
b)	Sita Eksekusi bagi tergugat;
c)	Sita conservatoir, sita revindicatoir, dan sita eksekusi bagi pihak ketiga;

5) Waktu pengajuan perlawanan adalah sebelum penjualan lelang dijalankan (sebelum eksekusi dijalankan).
Dengan demikian dapat penulis simpulkan, tereksekusi dalam hal ini pelawan dapat melakukan ataupun mengajukan gugatan perdata atau perlawanan terhadap lelang eksekusi dengan terlebih dahulu memenuhi formalitas yang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya.
Pada kasus permohonan eksekusi No.:  001/2013/Pdt.Eks/PA.Smg. di Pengadilan Agama semarang bila dikaitkan dengan teori efektifitas hukum maka menurut Soerjono Soekanto​[180]​ adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu : 1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang). 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Sedangkan Menurut Lawrence M. Friedman,​[181]​ sistem hukum mencakup tiga komponen atau sub-sistem, yaitu komponen struktur, substansi hukum, dan budaya hukum. Secara sederhana, teori Friedmann itu memang sulit dibantah kebenarannya. teori Friedman tersebut sebenarnya didasarkan atas perspektifnya yang bersifat sosiologis (sociological jurisprudence). Yang hendak diuraikannya dengan teori tiga sub-sistem struktur, substansi, dan kultur hukum itu tidak lain adalah bahwa basis semua aspek dalam sistem hukum itu adalah budaya hukum. Berdasarkan teori sistem hukum ini dapat digambarkan pelaksanaan eksekusi lelang hak tanggungan pada sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Semarang:
a.	Struktur Hukum
Sistem hukum bila ditinjau dari strukturnya, lebih mengarah pada lembaga-lembaga (pranata-pranata), bagaimana lembaga tersebut menjalankan fungsinya. Struktur berarti juga berapa anggota yang duduk sebagai anggota lembaga tersebut, apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan anggota, bagaimana aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dan lainnya. Dengan kata lain sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum dilaksanakan dengan baik.
Dalam perkara ekonomi syariah, Majelis Hakim harus mempelajari dengan seksama bentuk akad yang diperjanjikan, sebab timbulnya persengketaan diawali tidak dipenuhinya akad tersebut. “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya,” urainya mengutip Pasal 1338 KUH Perdata. Para Hakim tidak hanya fiqh oriented, tapi harus merujuk juga kepada Undang-Undang, Fatwa DSN dan Peraturan BI.
Pranata selanjutnya di Pengadilan Agama Semarang yang berkaitan dengan tugas eksekusi hak tanggungan sengketa ekonomi syariah adalah Panitera. Tugas pokok kepaniteraan ini tidak dipisahkan dengan tugas pokok pengadilan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara, seluruh kegiatan tersebut akan berjalan secara efektif dan efisien dengan menfungsikan tugas-tugas kepaniteraan. Mulai proses pendaftaran, proses persidangan memutus perkara sampai dengan pelaksanaan eksekusi, dalam hal ini memerlukan kecerdasan kerja dalam penataan administrasi, baik administrasi yang dilaksanakan secara manual maupun administrasi dengan sistem komputerisasi. Karenanya saat ini tenaga kepaniteraan dituntut untuk menguasai dan mengembangkan kemanpuan di bidang Teknologi informasi dan ini akan sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 193/KMA/SK/2014 tentang Pembaharuan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama.
Pranata yang menjalankan eksekusi di lapangan adalah Jurusita/Jurusita Pengganti. Juru sita memiliki tugas Pokok Melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan Uraian Tugasnya adalah sebagai berikut :​[182]​
1)	Melaksanakan pemanggilan kepada para pihak berperkara atas perintah Ketua Majelis.
2)	Menyerahkan Relaas panggilan kepada Ketua Majelis.
3)	Melaksanakan bantuan pangilan dari Pengadilan Agama lain.
4)	Mengirimkan Relaas panggilan kepada Pengadilan Agama yang minta bantuanpanggilan.
5)	Melaksanakan sita jaminan atas perintah Ketua Majelis.
6)	Melaksanakan sita eksekusi atas perintah Ketua Pengadilan Agama.
7)	Menyampaikan pemberitahuan isi putusan.
8)	Membuat berita acara sita jaminan / eksekusi.
9)	Mendaftarkan sita jaminan benda tetapkepada instantsi berwenang.
10)	Melaksanakan lelang (eksekusi pembayarn sejumlah uang) dalam batas yang dibolehkan.
11)	Melaksanakan tugas lain atas perintah pimpinan.
Dalam menjalankan fungsinya terkait perkara permohonan eksekusi No.:  001/2013/Pdt.Eks/PA.Smg. struktur hukum pada Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan sebagaimana mestinya. Seluruh aspek aparatur di lingkungan Pengadilan Agama Semarang dapat menjalankan tugas nya dengan baik. Akan tetapi ada hal yang menurut penulis harus menjadi introspeksi bagi Pengadilan Agama Semarang. Pada kasus diatas kegagalan menjalankan eksekusi lelang Hak Tanggungan menjadi sorotan yang serius karena karena selain Pengadilan Agama Semarang sebagai Pengadilan di Ibu Kota Provinsi juga sebagai acuan untuk Pengadilan lain di wilayah Jawa Tengah. Permohonan eksekusi pada kasus yang telah dipaparkan sebelumnya terhitung terdaftar sejak 10 Juli 2013 sampai saat ini pada 2017 sudah dilaksanakan dua kali dan memakan waktu yang sangat lama. Maka asas peradilan yang cepat tidak terpenuhi.
Meskipun kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agma Semarang bukan merupakan faktor yuridis melainkan adanya intervensi dari kuasa hukum debitor, seharusnya ketua Pengadilan Agama Semarang mengambil sikap yang tegas dengan memberikan peringatan secara keras kepada siapapun yang hendak mengganggu proses berjalanya hukum. Apabila peringatan tersebut tetap tidak di indahkan maka seharusnya Ketua Pengadilan Agama Semarang dapat mengambil langkah lanjutan dengan meminta kuasa hukum debitor untuk meninggalkan tempat lelang karena sikapnya yang tidak koparatif dan mengintimindasi peserta lelang agar mengurungkan niatnya membeli objek lelang Hak Tanggungan.
b.	Substansi Hukum
Aspek lain dari system hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan sebstansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sitem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Dalam hal eksekusi hak tanggungan pada sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Semarang, dapat dikemukakan sebagai berikut: Sebagai basis hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang salah satunya mengatur bahwa Pengadilan Agama memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Ekonomi Syariah.
Kemudian diikuti oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PPU-X/2012 yang membatalkan penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf d Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, maka kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah sudah pasti dan tidak terbantahkan. Dan dengan putusan MK tersebut, menghilangkan choice of forum tentang penyelesaian sengketa secara litigasi.
Basis hukum tersebut menegaskan, siapa yang berwenang melaksanakan eksekusi Hak Tangungan syariah, Perundang-undangan maupun keputusan MK ini menjawab pertanyaan yang sering muncul, karena ada anggapan dari sebagian perbankan syariah bahwa yang berhak melaksanakan eksekusi tersebut adalah Peradilan Umum. Dengan adanya basis hukum ini, Pertanyaan tersebut saat ini terjawab, bahwa pelaksanaan eksekusi hak tanggungan adalah kewenangan Pengadilan Agama.​[183]​
Pengadilan Agama Semarang melaksanakan salah satu kewenangannya di bidang Ekonomi Syariah sebagai mana yang diamanatkan oleh Pasal 49 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Perubahan UU Peradilan Agama) dan Pasal 55 Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah  yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013, yaitu  Eksekusi Lelang Hak Tanggungan yang objeknya berupa sebidang tanah di Kota Semarang.
Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan di Pengadilan Agama Semarang, dimulai dari pasca beralakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Berdasarkan kasus yang telah dipaparkan sebelumnya, pelaksanaan esekusi hak tanggungan di Pengadilan Agama telah dilaksanakan sesuai dengan amanah dari Undang-Undang.
c.	Budaya Hukum
Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan system hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas subatansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam system dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.
Pada kasus yang telah dipaparkan sebelumnya, terlihat adanya ketidakdewasaan dalam menjalankan aturan hukum yang ditunjukkan oleh debitor, upaya debitor untuk menghalangi proses berjalanya hukum merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Seharusnya apabila debitor merasa dirugikan dengan adanya eksekusi lelang yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Semarang maka debitor dapat mengajukan gugatan perlawanan sebelum pelaksanaan eksekusi dan bukan menggunakan cara premanisme dengan mengintimindasi peserta lelang.
Perbuatan yang telah dilakukan oleh kuasa hukum debitor juga menunjukkan bahwa seorang advokat sejatinya adalah bagian dari unsur penegak hukum meskipun bukan sebagai aparat penegak hukum  jelas tidak terlihat. Karena disini penulis melihat advokat bertindak bukan untuk menegakkan hukum sebaliknya menghalangi proses berjalanya hukum dan mengambil langkah instan dalam menangani perkaranya. Hal tersebut yang menyebabkan proses penegakan hukum dalam perkara permohonan eksekusi No.:  001/2013/Pdt.Eks/PA.Smg. di Pengadilan Agama Semarang tidak berjalan dengan efektif.
Dari paparan di atas menurut analisa penulis dalam menjalankan fungsinya terkait perkara permohonan eksekusi No.:  001/2013/Pdt.Eks/PA.Smg. struktur hukum pada Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan sebagaimana mestinya. Sebagai basis hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang salah satunya mengatur bahwa Pengadilan Agama memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Ekonomi Syariah. Diikuti oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PPU-X/2012 yang membatalkan penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf d Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, maka wewenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah mutlak ada pada Pengadilan Agama. Akan tetapi proses penegakan hukum terkait permohonan Eksekusi Lelang tersebut diatas tidak berjalan efektif dikarenakan adanya perlawanan dari pihak debitor yang merasa dirugikan dengan adanya Eksekusi Lelang tersebut.

 




































BAB IV
PENUTUP

A.	Kesimpulan
Dari pembahasan tentang yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:
1.	Cakupan eksekusi lelang pada sengketa ekonomi syariah dengan tanpa adanya putusan pengadilan dapat melalui parate eksekusi atau eksekusi berdasarkan title eksekutorial. 
a.	Parate eksekusi dilakukan sendiri oleh kreditor tanpa meminta fiat eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama, yaitu melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Eksekusi ini lebih mudah dari pada pertolongan hakim karena tidak memerlukan adanya perintah dari Ketua Pengadilan Agama.  Hal ini sesuai dengan hak yang diberikan oleh Undang-undang kepada kreditor pertama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 UUHT. 
b.	Eksekusi berdasarkan title eksekutorial ini titik fokusnya ada dalam tangan Ketua Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR/258 RBg yaitu kewenangan untuk menetapkan sita eksekusi atas tanah-tanah yang dijamin dengan Hak Tanggungan di wilayah hukum dimana debitor tinggal. Pada faktanya eksekusi ini lebih banyak diajukan oleh kreditur karena apabila terhadap objek lelang yang terjual tersebut terdapat pihak-pihak yang tidak mau menyerahkan objek lelang kepada pemenang lelang, maka Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 14 UUHT memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksekusi pengosongan terhadap objek lelang tersebut. 
2.	Hambatan yang dialami Pengadilan Agama Semarang dalam pelaksanaan eksekusi lelang dengan tanpa adanya putusan adalah:
a.	Perlawanan pihak tereksekusi
Pihak debitor acapkali memberikan perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi, hal ini disebabkan debitor merasa dirugikan dengan adanya eksekusi tersebut. Perlawanan debitor bisa diajukan sebelum eksekusi dijalankan. Kalau eksekusi sudah dijalankan, upaya yang dapat diajukan pihak tereksekusi untuk membatalkan eksekusi harus melalui gugatan. Akan tetapi debitor memilih memakai jalan pintas sebagaimana kasus yang telah dikemukakan dalam penelitian ini sebelumnya. Intimindasi terhadap peserta lelang menjadi alternative yang di pandang efektif untuk menggagalkan proses lelang.
b.	Perlawanan pihak ketiga
Kaitanya dengan perlawanan pihak ketiga dalam hal ini yang sering terjadi adalah ketika lelang sudah dilaksanakan, secara tiba-tiba ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan yang menyatakan bahwa barang/objek yang akan dilelang itu adalah miliknya. Permasalah hukum seperti ini yang paling sering dijumpai dalam prakteknya.
B.	Saran 
Saran-saran yang dapat penulis sampaikan melalui kesempatan ini adalah sebagai berikut :
1.	Kepada Pengadilan Agama Semarang dalam melaksanakan eksekusi lelang Hak Tanggungan demi kelancaran prosesnya dapat juga memilih alternatife lelang internet secara online, hal ini dapat meminimalisir perbuatan intimindasi dari pihak debitor maupun kuasa hukumnya karena tidak dapat beertemu secara langsung dengan peserta lelang. 
1.	Perlu adanya peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang batasan-batasan intervensi yang dapat dilakukan debitor dan pemberian saksi terhadap debitur/kuasa hukumnya apabila menghambat proses berjalanya hukum di lingkungan Lembaga Peradilan.
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Menganalisa berbagai peraturan tentang eksekusi lelang pada sengketa ekonomi syariah

Menganalisa problematika terhadap eksekusi lelang tanpa putusan di Pengadilan Agama

Rekomendasi
1.	Pengadilan Agama Semarang agar lebih tegas dalam penegakan hukum agar tercipta supremasi hukum
2.	Pengadilan Agama Semarang dalam  melaksanakan eksekusi lelang Hak Tanggungan demi kelancaran  prosesnya dapat juga memilih alternative lelang internet secara online

Kesimpulan
1.	Cakupan eksekusi lelang pada sengketa ekonomi syariah dengan tanpa adanya putusan dapat dilakukan dengan parate eksekusi atau eksekusi berdasarkan title eksekutorial melalui Pengadilan Agama
2.	Hambatan yang dialami Pengadilan Agama Semarang dalam pelaksanaan eksekusi lelang dengan tanpa adanya putusan di Pengadilan Agama Semarang adalah adanya perlawanan dari pihak debitor

Metode penelitian yuridis empiris

Problematika eksekusi lelang tanpa putusan di Pengadilan Agama Semarang
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